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KATA PENGANTAR

Pertama dan utama nrarilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SAT atas perkenan-Nya semata sehingga
kam dapat menyusun dokurren Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta 2020 - 2024. Renstra
memuat s, Msi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Yogyakarta Rencana Strategis adalah dokurren perencanaan yang menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan
Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalamkurun wektu 5 (lima) Tahun dari Tahun
2020 - 2024, yang merupakan penjabaran dari Sistem Perencanaan Penrbangunan Nasional yang diatur dalam Lhdang-Unhdang
Normor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Perrbangunan Jangka Menengah (RPJM Tahun 2020-2024 dan Rencana
Perrbangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri
Yogyakarta

Agar pelaksanaan tugas dan kegiatan seluruh unsur pelaksanaan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A
dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, serta selaras dengan isu-isu strategis di lingkungan Mahkarmeh Agung R, meka
diperlukan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Renstra
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat meningkatkan produldivitas dan akuntabilitas
kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA melalu perencanaan yang efektif dan
terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result arented dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta
evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra ini telah diupayakan penyusunnya secara optimel namun kami menyadari apabila mesih ada kekurangannya,
reka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan
pinpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA  Sermoga Renstra ini benar-benar bermefaat dalam mendukung visi Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas [Ayaitu “TERAULDNYA PENGADILAN NEGER! YOGYAKARTAYANG AGLNG'.

Yogyakarta, 29 Januari 2021
Pengadilan Negeri Yogyakarta

Ny
S NP 196010031992121001
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BABI PENDAHLLLAN

1. KONOS WM
Reformas sistem peradilan yang sudah digulirkan telah menbawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas |A dalam menjalankan tugas dan fungsi pokanya dibidang Adnrinistrasi, Organisasi, Perencanaan
dan Keuangan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A sebagai Badan Peradilan Unrum tingkat pertama yang nrelaksanakan
kekuasaan kehakimen terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengarth luar lainnya Sebagai lembaga yudikatif
menpunyai tugas dan fungsi menerinmg, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara Fdana,
Perdata, PH (Hibungan Industrial) maupun Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang masuk di tingkat pertama dalam rangka
untuk mensukseskan perrbangunan hukumdan keadilan
Perrbangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Omulai dari kemandirian lenbaganya,
peningkatan pelaksanaan fungs utama yuridis, administras, penataan kelenbagaan yang efisien dan efeldif dengan
tatalaksana yang jelas dan transparan, dianeki dleh SOM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada nitra kerja
(stakeholders), sanpai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prime. Secara
operasional kegiatan penyelenggaraan good governance dilaksanakan deh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di
pusat maupun di daerah, baik para tenaga telknis yurdisnya maupun tenaga administratifnya
Perrbangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya perbinaan, penyenpumaan, dan
pengendalian manajemen pemerintahan secara terencang, sistemetis, bertahap, konprehensif, dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance Sejalan dengan itu
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk menerapkan kebijakan reformesi aparatur negara di bidang
pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya nelalu penataan
kelenbagaan dan ketatalaksanaan, penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik serta
peningkatan akuntabilitas dan sistempengawasan aparatur.
a CapaianTahun 2015-2019
Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk mewujudkan visi
dan misi dengan menerapkan kebijakan reformesi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh
anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya nelalui penataan kelerbagaan dan ketatalaksanaan;
penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan akuntabilitas dan sistem
pengawasan aparatur antara lain dengan:
1) Penyelesaian Perkara
2) Perrbebasan Baya Perkara
3) PosBantuan Hikum
4) Sdangdi Luar Gedung
5 Pelayanan Sidang Terpadu
6) Small QaimCourt (SO0
7 AR&e-HM

8 SPPT Mahkameh Agung dengan Aparat PenegakHikum Llannya Sstem Peradilan
Pidana Terpadu (SPPT) atau Infegrated Qiminal Astice Syster(/C/9
9 e-Court dan e-litigas
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10) Tata kelola teknologi Informesi
1) Ssteminformesi Kepegawaian (SKEP)
12) Spermari
13) Restrukturisasi Organisasi Pengaciilan
14) Pengawasan
15 Restorative Justice (SPPA)
16) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
17) 1S09001 : 2015 Tahun 2015
18) Inplementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2016
19 Akreditasi Penjarrinan Mutu (APM Tahun 2016
20) Reformresi Brokrasi Tahun 2017
21) Zona Integritas Tahun 2018-2019
22) Bvaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018-2019
23) SistemManajermen Anti Penyuapan Tahun 2019
24) Wlayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2019
b Kebijakan Strategis Tahun 2015-2019
Beberapa kebijakan strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun wakiu 2015-2019
sebagai upaya mencapai visi dan nrisi Pengadilan Negeri Yogyakarta::
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Alkuntabel
2 Peningkatan Hektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadila
¢ Hal-hal yang BelumMaksinal Tercapai di Tahun 2015-2019
Beberapa hal utama yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2015-2019 yang belum
tercapai meksimal sanpai dengan tahun 2019 dan kendala yang menjadi sebabnya, sebagai berikut :
1. Peningkatan Hektifitas Pengeldlaan Penyelesaian Perkara
a Persentase Fidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
b. Persentase perkara yang diselesaikan nelalu mediasi.
2 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
b.  Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
¢ Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
3. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti
Berdasarkan Lhdang-Lhdang Nonor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perrbangunan Nasional,
pinpinan Kerenterian/ Lenrbaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kermenteriany/Lenrbagasesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Perrbangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana
Srategis Kementerian/Lenbaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lenbaga yang berpedoman
pada Rencana Perrbangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kemmenterian/Lenbaga dalam
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan berdasarkan Peraturan Perrerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Perrbangunan Nasional, Menteri Perencanaan Perrbangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nbsional nenelash konsistensi program dan  kegiatan Rencana Strategis
Kementeriany/Lenbaga, dengan programdan kegiatan Rencana Perrbangunan Jangka Menengah Nasional.
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Dalam bidang administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A proses penyelesaian perkara
diselenggarakan deh Kepaniteran Pengadilan yang dipinpin Panitera yang menpunyai tugas pelayanan di bidang teknis
administrasi perkara sedangkan untuk administrasi non teknis perkara dipinpin deh Selretaris dengan fungsi
menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun wektu 1 (satu)
sanpai dengan 5 (lim\) tahun secara sistematis dan berkesinanmbungan dengan menperhitungkan patensi, peluang dan
kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A Rencana Strategis ini dijabarkan ke
dalamprogramyang kemudian diuraikan kedalamrencana tindakan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Unhdang Normor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Renja K/L disusun dengan
berpedoman pada Renstra KL dan mengacu pada prioritas perrbangunan nasional dan pagu indikatif” Muatan yang
terdapat dalam dokumen Renja K/L antara lain Kebijakan, Program dan Kegiatan perbangunan baik yang dilaksanakan
langsung dleh Perrerintah maupun yang ditenpuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian dijelaskan juga,
pada Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Normor 40 Tahun 2006 disehutkan bahwa “Rancangan Renja KL memuat
kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K"

Selanjutnya dokumen Renja K/L yang telah tersusun, menjadi acuan bagi Kementerian/lenbaga sebagai
oganisasifinstans  pengguna anggaran dalam penyusinan RKA KL RKA KL yang telah disusin deh
Kementerian/Lenbaga tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara sebelum nanti akhimya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan persetujuan Dewan Perwekilan Rakyat. Dokumen RKA KL kemudian akan digunakan sebagai input dalam
penyustnan Laporan Kinerja Perrbangunan Kementeriarylermbaga, Laparan Kinerja Anggaran KementeriaryLenbaga dan
Laporan Kinerja Organisasi Kementerian/Lenbaga

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemrerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban,
perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi perrerintah. Perencanaan
strategis instansi penerintah merupakan integrasi antara keahlian sunber daya nanusia dan sunrber daya lain agar
manmpu menjawab tuntutan perkerrbangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalamtatanan
SistemAdministrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prases penyusunan Rencana Strategis dilakukan dengan proses perencanaan dengan menggunakan nmetode dan
kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi dbyeldif dengan menpertinbangkan beberapa skenario
perrbangunan selama periode rencana berikutnya Selainity, Rancangan Renstra juga harus menperhatikan hasil evaluasi
Laporan Auntabilitas Kinerja sebelunmya sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi Masyarakat.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang menedai, dilaksanakan deh surber daya manusia
yang konrpeten, ditunjang sarana dan prasarana serta menperhitungkan perkenrbangan lingkungan Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas |1A baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta
Kelas |A dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mehkameh
Agung Republik Indonesia sebagai lenbaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia

12 POTENS DANPERMASALAHAN
Perrbahasan patensi dan permesalahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dikelonpokkan menjadi
andlisis faktor intemal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor intemal dan eksternal yang
menpengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara keseluruhan
A Lingkungan Internal.
Lingkungan internal Pengadiilan Negeri Yogyakarta Kelas IAterdini dari Sruktur, budaya dan sunber daya Lingkungan
intermal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang ada menjadi variabel
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atau besaran yang akan nmenjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan dalam upaya pencapaian target
rencana strategisini.
a Strength (Kekuatan).

Kekuatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mencalkup hal-hal yang memang sudah diatur dalam

Lingkungan intemal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam

pelaksanaan Renstraini adalaht

e \isi danmisi yang jelas serta mungkin dicapai;

e Tugas pokok dan fungsi / kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah jelas diatur;

o [Dasar hukumyang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadiilan
Negeri Yogyakarta, baik dari aspek kelemrbagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan
suber daya manusia

e Jurlah SM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan
Negeri Yogyakarta

e Adanya Kode Rik dan Pedoman Perilaku untuk Hakim PP, J5/JSP maupun ASN

e Adanya Standard Qperasional Prosedur (S0P, Standart Pelayanan, Job desciption dan Reformesi Tata Keldla
Peradillan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015

e Komitmen pinpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri
Yogyakarta

e Pengambilan keputusan dalam pertinbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas |Asesuai pola pronosi mutasi.

e Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai notivasi dalampeningkatan kinerja.

o Telah adanya sistem nanajenren perkara dan administrasi kesekretariatan berbasis teknologi informasi
seperti website, SPP, MS e—court, eraterang, direktori putusan, antrian sidang, antrian PTSP, PTSP, Swas,
Survei Kepuasan Pelayanan, teleconference, voice waming system SAKTI, SRUP, SMPHG Kondanas, SAS
Monev Bapenas, SMART, Aplikasi Pelaporan, SMAR, SPSE dan sebagainya yang dapat mendukung kinerja

o Bvaluasi Kinerja terkait dengan manajemen administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan berbasis
IT secara berkala dan continue.

e Pengawasan Intermal maupun ekstermal secara berkala baik dari hakim pengawas, audit intemal, Pengadilan
Tinggi, Badiilum Badan Pengawasan, maupun BPKP dan KPK

e Telah adanya SistemPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

e Penerapan SistemAkreditasi Penjaninan Mutu (APM) dari Badan Peradilan Uhum

e Inplementasi Reforresi Brokrasi / Zona Integritas

e Inplementasi SstemManajerren Anti Penyuapan (SMAP) 1S0 37001 : 2016

e |nmplerrentasi Pelayanan Publik yang dievaluasi secara berkala

¢ Inplementasi Keterbukaan Informesi Publik yang dievaluasi secara berkala.

o Inovasi Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |1A anatara lain : menyediakan fasilitas pereriksaan
kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan yang bekerja sama dengan Ruveh Sakit Uhrum Deerah
Yogyakarta, tersedianya penitipan anak bagi pengunjung yang merbawa anak kecil agar tidak mengganggu
jalannya persidangan, tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel, layanan prioritas, tersedianya pos
layanan Hikum ( POSBAKLM), pendanrpingan perenrpuan dan anak berhadapan hukumserta Laki-laki Pelaku
KORT, pelayanan kantor pos, penyuluhan hukumdi radig, pelayanan e-court comer;, co-working space, ruang
tamu terbuka, meja pengaduan untuk menrpermrudah pelayanan informasi dan pengaduan Pengadilan Negeri
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Yogyakarta
b. Weakness (Kelemahan).
Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |Ayang kenrungkinan menjadi
kelermahan dalam pelaksanakaan rencana strategisini adalah
1. Aspek Sunber Daya Aparatur Peradilan
o Personil Pengadilan Negeri Yogyakarta belum seluruhnya menguasai visi dan nisi Pengadilan Negeri
Yogyakarta
e Susahnya merubah pola pikir / rindset sebagian pegawai mengenai ASNprofessional.
o Ketidakselarasan sikap tindak, akibat belum berhasilnya intemalisasi nilai-nilai dalam visi, misi, dan
rencana kerja yang ada antara pinrpinan dan pegawai.
o Kemanpuan SOMyang masih terbatas sehingga berakibat pada pelayanan yang kurang maksinal.
o Belummenjalankan tupoksi sesuai dengan SOPyang ada
o Dokumen SOP dan Standart Pelayanan belum diserpumakan dan disesuaikan dengan kondisi real yang
ada
o Banyak SOM ASN bahkan tingkat user yang belum memshani dengan baik dan konprehensif mengenai
program-programyang berjalan seperti Akreditasi, RB/2 maupun SMAP1S0 37001 : 2016,
o Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A belum menpunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri
sestai kebutuhan;
e Penamrbahan pegawal belum sesuai dengan kapasitas dan kemmenpuan kerja yang dibutunkan di
Pengadilan Negeri Yogyakarta KelaslA
e Belum adanya pengukuran indikator perencanaan kebutuhan pegawei sesuai dengan kebutuhan
Pengadilan Negeri Yogyakarta
o Belumadanya pengukuran indikatar Pengerrbangan pegawai berbasis konrpetensi.
o Balumadanya pengukuran indikator Penetapan Kinerja Individu yang terkait dengan kinerja Pengadilan
Negeri Yogyakarta
e Balum adanya pelatihan / pengemmbangan konpetensi yang diadakan / dianggarkan dari intermal
Pengadilan Negeri Yogyakarta
¢ Sstemreward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan belumdiatur secara jelas dan
rinci.
2 Aspek Sarana dan Prasarana
e Belum sesuainya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dani pusat sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
o Masihterbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta KelasIA
e Gedung yang luas dan terpisahnya gedung pengadilan PH / Tipikor dengan gedung pengadilan negeri
sehingga menyulitkan dalam hal mengontral semua aktifitas yang terjadi di gedung PH / Tipikor
termasuk interaksi antara Hhkimdan staf dengan para pencari keadilan
e Msa penggunaan barang inventaris yang melebihi nesa peruntukkan pemekaian sehingga
menyebabkan biaya perreliharaan yang tinggi
3 AspekProses/Layanan
o Kepastian waktu didalamproses persidangan dan penyelesaian perkara
e Kehijakan Pinpinan yang berhasil tidak dilanjutkan / sustainable, sehingga melemahkan systeminternal
sendini.
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o Bvaluasi penilaian kinerja yang tidak detail dan sustainable.
B Lingkungan Bkstermal.
Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemehan, meka lingkungan ekstenal dapat
menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena ity, peluang sekecil mungkin
harus dapat diranfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sanpai sekecil mungkin
a  Opportunity (Peluang).
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I1A untuk melakukan
perbaikan ditinjau dari beberapa aspek
o Ssteminfomesi berbasis teknologi informesi yang dapat mendukung dan mengenrbangkan pelaksanaan
tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalamrangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional
di bidang Hukum seperti PTSP, SPP, E-Court, eraterang dan sebagainya
o Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua stake holder di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta
dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Yogyakarta
di bidang Pelayanan peradilan.
e Adanya sosialisasi, hinbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun
Mahkameh Agung untuk meningkatkan kualitas surber daya manusia
e Adanya sosialisas, binbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan dleh instansi lain atau badan swasta
untuk meningkatkan kualitas sunber daya manusia
o  Adanya kegiatan pengawasan ekstermal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Yogyakarta
yaitu oleh Pengadilan Tingg Yogyakarta, Akreditasi Penjaminan Mutu deh DOrektorat Jenderal Badan
Peradilan Uhrum Bawas, BPKP maupun KPK
e Adanya evaluasi dari pihak eksternal seperti evaluasi pelaksanaan Reformasi Brokrasi, Zona Integritas,
Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Pelanggan, Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Keterbukaan Informasi
Publik
e Adanya dukungan dari Badan Pengawas Mahkameh Agung untuk menerapkan Sistem Manajemren Anti
Penyuapan
e  Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
e  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadillan di wilayah hulkum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
e Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukumdi wilayah hukumkata yogyakarta
e  Dukungan dan koordinasi yang baik dengan stake holder eksternal yang mermberikan dukungan pelayanan di
Pengadilan Negeri Yogyakarta seperti kerja sama dengan Onas Penberdayaan Perenpuan dan
Perlindungan Anak, Dinas Dukcapil, LSMRifka Annisa, LSM Sapda, PT Pos Indonesia, dan sebagainya

b. Threat (Tantangan yang dihadapi).
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A yang dihadapi dan harus
dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan :
¢ Rendahnyatingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lerrbaga Peradilan
e Kehijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).
e Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
e  Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan proses peradilan (proses yang sedang dijalani).
e  Mbsyarakat menginginkan kemudahan akses ke badan peradilan
¢ Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Good Governance.
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e  Kurangnya informasi yang diterima nmasyarakat terkait aktifitas dan operasional pengadilan

e Kuangnya pemehamen masyarakat tentang SOP dan Standart Pelayanan Pengadilan Negeri
Yogyakarta

e Ada pihak yang menggunakan/mengatasnamekan nama hakimatau panitera pengganti untuk meminta
uang kepada pihak berperkara demi kelancaran perkara

e  Susahnya mengubah mindset pihak berperkara mengenai penyelesaian perkara

e Karakter masyarakat pengguna layanan yang nemiliki kebiasaan atau permehaman bahwa segala
sesuatu bisa diselesaikan dengan uang

e  Budaya ucapan terima kasih yang masih tertanamdi masyarakat

e  Stigma masyarakat bahwa di Pengadilan Negeri masih ada permainan katar seperti KN yang lunrah
terjadi

e Adanya pihak tertentu yang melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan pribadi/golongannya

e Anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai
kebutuhan

C Faktor Kunci Keberhasilan
Dengan nrelihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A akan terus memacu diri melakukan
tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya aparatur negara yang profesional, handal, dan bermoral menuju
Keperrerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan dalamMisi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nmeka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci
Keberhasilan adalaht
Peningkatan efeldivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I1A
Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
Peningkatan Integritas setiap personel dan pengendalian praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteks,
nrelaporkan, dan menangani penyuapan
9. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
Selanjutnya untuk menrberi fokus dan menrperkuat rencana yang menmerjelas hubungan antara misi dan tujuan,
disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:
1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optinel, dan sistemevaluasi
yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistemyang saling terkait.
2 Adanya perrhinaan dan pengenrbangan sunber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A
agar menjadi profesional.
Adanya dukungan surber daya yang memadai.
4. Adanya penerapan dan evaluasi SistemMangjermen Anti Penyuapan (SMAP) di dalamarganisasi.

—

N owN
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BABII
MS, MS, TWUAN DAN SASARANSTRATHAS

2. MSDANMS

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas A tahun 2020-2024 merupakan komitren bersama
dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sisterratis melalui penataan,
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai
efektifitas dan efisiens

Selanjutnya untuk menrberikan ganbaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkameh Agung, yang disesuaikan
dengan rencana penrbangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Perrbangunan nasional Jangka Panjang garrbaran
atau visanabledari kinerja lenrbaga Badan Peradilan, dalamkurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk
tercapainya Msi, Msi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan organisasi.

Mis dan misi merupakan panduan yang menberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam
menjalankan tugas dan fungsi dalammencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi adalah suatu ganbaran tentang keadaan
mesa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin divwujudkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A Misi Pengadilan
Negeri Yogyakarta Kelas |A yang telah dirumuskan adalah:

“Tewyuahya Rerngadilan Neger1 Yagyakarta yang Agung”

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah badan peradilan tingkat pertama.

2 Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkanmeh Agung R, meka Agung disini menunjukkan suatu
keadaan/sifat kehormetan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Sehingga visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
adalah ingin mewujudkan badan peradilan tingkat pertama yang dihormati dan disegani karena diikelola dleh aparatur
peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas
pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia

Lhtuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang harus dienban atau
dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik yang
mengganrbarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu: q

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
Mermberikan pelayanan Hikumyang berkeadilan kepada pencari keadilan

Meningkatkan kualitas keperminpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Ubaya untuk mencapai visi dan nrisi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang nudah Diperlukan suatu
permehaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |1A dan rencana strategi yang
tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lenbaga peradilan
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yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik kepada
lenbaga peradilan. MOTTO:

)
Pengadilan Negeri Yogyakarta memilikik notto “Meberikan
pelayanan hukum kepada pencani keadilan secara profesional,

akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI)'”.

Dari notto "PASTI" tersebut menpunyai mekna atau filosofi sebagai berikut :

V' Profesional adalah sikap mental dalam bentuk korritrren dari para aparatur pengadilan untuk senantiasa mewtjudkan dan
meningkatkan kualitas kemanpuan pribadi serta terbuka menyimek dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat
dalammenilih yang terbaik untuk kemajuan institusi.

V' Auntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaky, serta tidak
bertentangan dengan kedua hal tersebut, di nmana pertanggungjawaban ini enyangkut surber atau inputnya, proses yang
dilakukan dan juga hasil atau output yang di dapatkan

V' Sinergi adalah menbangun dan memastikan hubungan kerjasana yang produktif serta kervitraan yang harmonis antar
bagian atau antara para pemmangku kepentingan, untuk menghasilkan sebuah layanan yang bermanfaat dan berkualitas

' Transparan adalah keterbukaan, dimena informrasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta
bisa diakses oleh mereka yang menbutuhkan dan atau yang memiliki keterkaitan di dalanmya

V' Inovatif adalah kerenpuan aparatur pengadilan dalam mendayagunakan kermanmpuan dan keahlian untuk nenghasilkan
sebush gagasan baru yang bisa diterapkan untuk menprakarsai penyenpumaan atau perbaikan (inproverent) suatu
birokrasi atau layanan yang dapat dirasakan manfaatnya

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menenpatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung’,

yaitu:
)
2
k)
4)
9
6)
7

Keperrinpinan dan Manajemen pengadilan
Kehijakan-kehijakan pengadilan

Surber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
Penyelenggaraan persidangan,

Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan
Pelayanan pengadilan yang terjangkau

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

dan dalam Cetak Bru Mahkanmeh Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkammeh Agung, telah
menetapkan arahan kebijakan dalambeberapa strategi perubahan pada:

)
2
3
4)
9
6
U
8

Fungsi Peradilan

Mangjemen perkara,

Manajenen Surber Daya Manusia,
Manajemen Surrber Baya Keuangan,
Mangjenen Sarana dan Prasarang,
Manajerren Informesi Teknolagj,
Transparansi Peradilan dan

Fungsi Pengawasan
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22 TUUANDANSASARANSIRATHES

Lhtuk mewujudkan visi dan rrisi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A seperti yang telah dikemukakan diatas,
maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang Lebih terarah dan operasional berupa perumusan
tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau inplementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalamjangka waktu1 (satu) tahun sanpai 5 (lime) tahun. Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan meniliki
indikator kinerja (perfarrrance indicata) yang terukur. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri
Yogyakarta Kelas |A akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan deh organisasi dalam menrenuhi
visi misinya untuk kurun waktu satu sanpai dengan lina tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh
mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan vis dan misi dari
organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |Aadalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradiilan melalui prases peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

2 Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peraciilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4, Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencani keadilan

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2020
sanpai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah
dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2 Peningkatan Hektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Mskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalamtabel sebagai berikut:

ND SASARANSTRATHAS INDIKATOR KINERJA TARGET
a Persentase sisa perkara yang
diselesaikan:
- Perdata
- Perdata khusus 100 %
- Hdana 100 %
- Fdana khusus 100 %
100 %
Terwjudnya Proses Peradilan [ Persentase perkara yang diselesaikan
1. yang Pasti, Transparan dan tepat waktu:
Akuntabel - Perdata 959,
- Perdata Khusus .
100 %
~rem 100%
¢. Persentase Putusan Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hkum:
° &ndlng 5%
o Kasas 90%

e K 90%
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d Persentase Perkara Fidana Anak yang
diselesaikan secara Diversi

10%

e Index Kepuasan Pencari Keadilan

85%

a Persentase salinan putusan yang dikiim
kepada para pihak tepat waktu

90%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan
melalu Mediasi

3%

Peningkatan Heldivitas
Pengelolaan Penyelesaian ¢. Persentase berkas perkara yang

Perkara dinphonkan Banding, Kasasi dan PKyang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu

100 %

d Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalamwaktu
1 hari setelah perkara diputus

70%

a Persentase perkara prodeoyang
diselesaikan

100 %

_ _ b. Persentase perkara yang diselesaikan di
Meningkatnya akses peradilan | |y gedung pengadilan
bagi masyarakat miskin dan

100 %

terpinggirkan c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

100 %

Meningeinya kepoig yang dit?rﬁa%ﬁt? (dieksekusi) i
terhadap putusan pengadilan

5%

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Negeri Yogyakarta nemiliki arah kebijakan sebagai

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Perrbatasan perkara upaya hukum

Prases berperkara yang sederhana dan nurah

Penguatan akses peradilan (prodeq, sidang keliling, dan posbankum)

Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

Penguatan eksekusi

Keberlanjutan e-Gourt

SPPTTI

Peningkatan pelaksanaan perrhbinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
Peningkatan hasil penelitian dan Surber Daya Manusia Mahkameh Agung yang berlualitas.
Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
Peningkatan tranparansi pengeldlaan SOM Keuangan dan Aset.
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23 PROGRAMDANKHGATAN
Brpat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan menbuat rincian Programdan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
a  ProgramPeningkatan Mangjemen Peradilan Uhum
Program Peningkatan Manajenren Peradilan Uhrum merupakan program untuk nmencapai sasaran strategis dalam hal
penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksehilitas masyarakat terhadap peradilan Kegiatan pokok
yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam pelaksanaan program Peningkatan Manajerren
Peradilan Uhrumadalah:
Penyelesaian perkara Pidana, Perdata, PH dan Tipikor
Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata, PH dan Tipikor
Penelitian berkas perkara banding disanyaikan secara lengkap dan tepat waktu
Register dan pendistribusian berkas perkara ke Myjelis yang tepat waktu

—_

Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
Pendaftaran Perkara secara elektronik (e-court)
Penyelesaian Perkara secara elektronik (e-litigasi)
Pengirinan salinan putusan secara elektronik (digital signance)
b.  ProgramDukungan Manajenren dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkameh Agung
Program dukungan Manajerren dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mehkameh Agung dibuat untuk mrencapai

P N o N W N

sasaran strategis menciptakan sunber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalamprogramini adalah
1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
2 Tindak lanjut temuan yang masuk dari timpemeriksa
3 SstemManajemen Anti Penyuapan

¢ ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkameh Agung.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkameh Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis
dalampenyediaan sarana dan prasarana
Kegiatan pokok programini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Kelas A
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BABIII
ARAHKEE JAKANDAN STRATHA

31, ARAHKEBJAKANDANSTRATHE NASIONAL

Rencana Penbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Perrbangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN
2020-2024 akan menpengaruhi pencapaian target penrbangunan dalam RPJPN dimana pendapatan perkapita
Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas
(ygper-miale incare cauntry / MQ) yang meriliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan
publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pemrbangunan jangka menengah  2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandini, majy, adil, dan mekmur melalui percepatan perrbangunan di
berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya strudur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan konpetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh surber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing.

Terdapat 4 (enrpat) pilar dari RPJMNke IVtahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN2005- 2025
untuk mencapal tujuan utama dan rencana permbangunan nasional periode terakhir. Keenpat pilar tersebut
diterjemahkan ke dalam7 agenda permbangunan yang didalanmya terdapat ProgramPrioritas, Kegiatan Prioritas,
dan Proyek Prioritas

Ganrbar 31 Envpat Alar RPIMNIVtahun 2020 - 2024

-./—( Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
y 4 Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat

i 3 Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
-\—« Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Tujuan RPJMNIVtahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan Sustainable Develgorment Goals (I0Gs). Target -
target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Perrbangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatomya telah
ditanmpung dalam 7 agenda perrbangunan
7 Agenda Perrbangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 :

a Menperkuat ketahanan ekonomi untuk perturbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan
daya dukung dan kualitas surber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah,
lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan
nmodal utama  untuk mendorong  perturbuhan  ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan

=+

+HE

.
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mensejahterakan secara adil danmerata Permbangunan ekonomi akan dipacu untuk tunbuh Lebih tingg,
inklusif dan berdaya saing melalui:
1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup permenuhan pangan dan pertanian serta
pengelolaan kelautan, sunber daya air, suber daya energj, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tanbah agro- fishery industry; kemaritiman, energi, industri,
parivisata, serta ekonomi kreatif dan digjtal
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan
pelayanan dasar dan peningkatan ekonom wilayah Pengenmbangan wilayah ditujukan untuk
meningkatkan perturbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan menperhatikan
harmmonisasi antara rencana perrbangunan dengan pemanfaatan ruang  Pengerrbangan wilayah yang
manpu menciptakan kesinanmbungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukkan melalu:
1) Pengermbangan sektar/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
2) Dstribusi pusat-pusat perturbuhan (PKW ke wilayah belum berkerrbang,
3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
4) Menperkuat kemanpuan SOMdan Iptek berbasis kewilayahan dalammendukung ekonori
unggulan daerah, serta
5 Meningkatkan IPMrelalui pemmenuhan pelayanan dasar secara merata
¢ Meningkatkan SOM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar
seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan semests, menperkuat pelaksanaan perlindungan sosial,
meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan
produktivitas dan daya saing SOM serta mengendalikan perturbuhan penduduk
Manusia merupakan modal utama permbangunan nasional untuk menuju permbangunan yang inklusif dan
merata di seluruh wilayah Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya
saing SDMyaitu surber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, teranil, dan berkarakter,
melalu:
1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta)
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas,
5) Peningkatan kualitas anak, perenpuan, dan pemuds;
6) Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.
d Revdus mental dan permbangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang
baik, membangun etos kerja
Perrbangunan  kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka
perrbangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang meju, moden, unggul, berdaya saing
dan manpu berkompetisi denganbangsa- bangsa lain
Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah
karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Permbangunan
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karakter dilaksanakan secara hdlistik dan integratif dengan melibatkan segenap konponen bangsa
melalu:
1) Menrperkukuh ketahanan budaya bangsa,
2) Memgjukan kebudayaan,
3) Meningkatkan pemahaman, pengamelan, dan penghayatan nilai agamg,
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
5) Meningkatkan budaya literasi
e Menperkuat infrastruktur dalammendukung pengenbangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Perkuatan infrastrudur ditujukan untukmendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan
perrbangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memestikan perrbangunan infrastruktur akan
didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalu:
1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahu kebutuhan infrastruldur wilayah,
2) Peningkatan pengaturan, permbinaan dan pengawasan dalam perrbangunan,
3) Pengerbangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK
4) Rehabilitas sarana danprasarana yang sudah tidak efisien,
5) Menpermudah perijinan permbangunan infrastruktur.
f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Perrbangunan nasional perlu menrperhatikan daya dukung surber daya alam dan daya tanmpung
lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim Permbangunan lingkungan hidup, serta
peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklimakan diarahkan melalu kebijakan
1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hdup;
2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklimy sarta
3 Pembangunan Rendah Karbon
g Menperkuat stabilitas palitik, hukum pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik
Negara wajib terus hadir dalammelindungi segenap bangsa, memmberikan rasa aman serta pelayanan
publikyangberkualitaspada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara Pemerintah akan
terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses
oleh sermua masyarakat melalui:
1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2) Meningkatkan Hak Hak Palitik Dan Kebebasan Sipil,
3) Menperbaiki sistemperadilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4) Mempermudah akses terhadap keadilan dansistemanti korupsi.
5) Menpermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WN di luar negeri

KAIDAH PEVBANGUNAN NASIONAL 2020-2024
Membangun Kemandirian
Melaksanakan perrbangunan berdasarkan kemanpuan dalam negeri sesuai dengan

=W
A
A
R

kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa
Indonesia.
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1. Memiliki Kermanrpuan Ilnu Pengetahuan yang nmunpuni dalampermbangunan baik

2. Menmiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam
nmemenuhi kebutuhan perrbangunan

3. Manpu mendorong tunbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris
terhadap bangsa lain dan bemilai budaya bangsa

4. Memiliki kemanpuan mendarong tunbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan
kepada bangsa sendiri

5. Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam menrberikan pengaruh
terhadap kemgjuan bangsa dan negara Indonesia

N
IE
Menjamin Keadilan

keadilan adalah penrbangunan dilaksanakan untuk memnrberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang

menjadi hak warganegara, bersifat proparsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan

masyarakat yang adil dan mekmur.

1. Mengembangkan poa distribuss yang berimbang antara input dengan output dalam
menpertahankan keseimbangan dalamberbangsa dan bemegara

2 Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi perrbangunan untuk sanpai kepada
mesyarakat pada level mininumyang diharapkan

3. Menberikan share yang seinbang dalam pencapaian penbangunan untuk mengurangi
kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab

4. Bersikap /inclusive atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi
serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan

5. Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan
tatanan kehidupan yang berkualitas

6. Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan inplementasi sehinga setiap orang paham
tentang hak dan kemanpuannya dalamberpartisipasi terhadap permbangunan

‘5 Menjaga Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya perrbangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini
tanpa mengkonpronikan kemanpuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka
sendiri pada saatnya nanti.

1. Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan permbangunan dengan menpertinbangkan
kemanrpuan dasar bangsaataskecukupandanketersediaan fondas ekonom.

2 Mencptakan sebuah kerangka penbangunan untuk menumbuhan  sistem  ekonomi
permbangunan yang sehat antara /npuf, proses dan aufpuf perrbangunan sehingga tidak
menyebabkan terjadinya defisiens

3. Menpertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat
untuk menurbuhkan tatanan pengeldaan penbangunan /indusive dan interaks sosial
sebagai sebuah sygporting systemdalamkoherens perrbangunan
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4. Terpatrinya orientasi sikap (aftitud® yang bertanggung jawab sebaai basis nilai dan etika
universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata penbangunan yang
meju

5. Penguatan komitrrent dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan
penmbangunan manusia dengan kemanmpuan alamdan lingkungan.

6. Bersifat indusve dalam mengadaptasikan berbagai dinamka perbangunan dengan
pendekatan dan keilnuan yang manpu menurrbuhkan sistemtata nilai yang bertanggung

jawab secara/ntegrative

PENGARUSUTAMAAN RPJMNIIV 2020-2024

Lhtuk menpercepat pencapaian target perrbangunan nasional, RPIMN IV tahun 2020 - 2024 telah
ditetapkan 6 (enam) pengarustamean (maingtreaming sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjad
katalis pervbangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenampengarustamaan (ainstreanring) meniliki
peran yang vital dalam penrbangunan nasional dengan tetap menrperhatikan kelestarian lingkungan sarta
partisipas dari mesyarakat. Selain menpercepat dalam mencapal target-target dani fdas perrbangunan,
maingtreaning juga bertuyuan uniuk memberikan akses penbangunan yang merata dan adil dengan
meningkatkan efisiens tata kelda danjjuga adaptif terhadap faktor ekstermal lingkungan. HLini perlu dilakukan
deh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

1. Kesetaraan Gender
Strategi penbangunan nasional harusmemasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang
lebihadil danmerata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perenrpuan
Incikator:
1) Indeks Perrbangunan Gender (PG
2)  Indeks Pervberdayaan Gender (IDG)
2 Tata Kelda Pemerintahan Yang Baik
Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja
seluruh dimensipermbangunan
Indikator, antara lain
) Persentaseinstansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASNjangka menengah,
pengenbangan kopetensi, dan pola karir
Persentase instansi permerintah yang telah menyusun prases bisnis instansional

L D

Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPEEinstansional

s

Persentrase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi

a

Penerapan manajemen risiko dalampengelolaan kinerja instansi

Penerapan Zona Integritas untuk hirdkrasi yang bersih dan akuntabel

Persentase Lhit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan neturitas level I
Jurrah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan public
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N

XL & I <o
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3. Pembangunan Berkelanjutan
Penrbangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan perrbangunan yang
inklusif danpelaksanaantatakelola yang manmpu menjaga peningkatan kualitas kehidupan darisatu
generas ke generasiberikutnya
Indikator:
1) Perturbuhan PCB
2) Indeks Permbangunan Manusia
3 Indeks Kualitas Lingkungan Hdup
4) Indeks Anti Korupsi
5 Indeks Pelayanan Publik (K1)
6) Indeks Akuntabilitas
7)  Indeks Resiko Bencana Indonesia

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim
Pengarusutamean Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan
dan pengurangan kerentanan bencang, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim serta
upaya peningkatan mitigasi perubahan iklimmelalul pelaksanaan permbangunan rendah karbon
Indikator:
1) Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah
2) Persentase penurunan patensi kehilangan POB akibat danpak perubahan iklim
3 Persentase penurunan emis gas rumeh kaca
4) Persentase penurunanintensitas erisi gas rureh kaca

5 Modal Sosial dan Budaya
Pengarusutamaan nodal social budaya dimeksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan
memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar

1) Inklusi Sosial Masyarakat (toleransi, kesetaraan gender, inklusif)
2) Kohesi Sosial (kerja samg, jejaring, aksi kolektif, kepercayaan sosial)
3 HaKl komunal berbasis ekosistem
4) Persentase wilayah adat yang tersertifikasi
5) Nlai ekspor ekononi budaya terhadap tatal ekspor
6) Partisipasi masyarakat dalamkegiatan pertermuan/rapat di lingkungan sekitar.
6. Transformesi Ogital
Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah menpengaruni berbagai aspek
kehidupan Sehingga perlu untukmenyelaraskannya denganpermbangunannasional
Indikator:
1) Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya
teknologi komunikasi dan informesi (TIK) dapat menrberikan danrpak terhadap suatu negara
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2) Menperkuat 100 (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu
negara dari sisi infrastrukumya

32  ARAHKEBJAKANDANSTRATHE MAHKAMAHAGUNG R

Penrbangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita—cita dan tujuan Negara Indonesia
yang merdeka, bersaty, berdaulat, adil, dan mekmur. Salah satu upaya mewdjudkan cita-cita dan tujuan
bemegara dilakukan dengan merencanakan pemrbangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan
berkesinambungan  Adapun rencana pervbangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana
Perrbangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPIMN |,
RPIMN Il dan sedang menjalani tahap RPJMN Il yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan
memantapkan penataan Indonesia di segala bidang Saat ini, Indonesia akan memasuld tahap RPIMN IV yang
ditujukan untuk /nanesia Brpenghasilan Menengah - Tinggl yang Sgiahtera Adll, dan Barkesinambungan

Upaya permbangunan hukumdi Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan Naun indeks Rule
of Law Indonesia selama kurun waktu lina tahun terakhir (2013-2018) menunjuikan penurunan. Menurut indeks
tersebut, dimensi perbangunan hukum Indonesia mesih cenderung lemeh, dikaitkan dengan kondisi sistem
peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadsan praktek korupsi. Permasalahan
perrbangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan
perundang- undangan (hyper regulation), regulasi yang tunrpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni
yang berdampak pada ketidakpastian hukum 0O sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun
perdata dalammengawal penegakan hukumnesih belumsecara optinmal dalammenberikan kepastian hukumdan
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik suap mesih marak terjadi di berbagai seldar termasuk penegakan
hukum meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan

Garbar 3.2 Perrbangunan Hikum RPJMNII tahun 2015 - 2019

Pelaksanaan bantuan
hukum dari tahun
2015-Nov 2018
Litigasi : 51.471 Orang
Non Litigasi: 13.600
Kegiatan
Indeks Pembangunan
Hukum (IPH)*
2014: 0,31
2017: 0,60
Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi:
- enzina
laga
» Keua Negara
. ene: Al LKLY
Al eformasi
roKrasi

Penyelesaian Perkara
dengan Small Claim
Court (SSC)

2016: 759 Perkara
2018: 6.831 Perkara

Berhadapan dengan
Hukum (ABH) di LPKA
pasca diberlakukan
diversi

2014: 3.556 Anak
2018: 1.330 Anak
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Garrbar 3.3 Isu Strategis Sistem HkumNasional yang Mantab

Indikator
. Enforcing
RggulaSI yaﬁg Contracts:
Disharmom Ease of Doing
Inkonsisten Business (EoDB)
Tumpang Tindih
Multitafsir
Ay, [N EN
L CRARETY
v T -
"‘”«:-}‘](*L =0 ,‘bbg 15
R = ‘P. f:" 5}— Overcrowding
‘l ;.l, ] f A '?r Mencapai
Y ||II I'._ ! ! [ | | L‘I .
|G - Ii,lil = (hingga Januari 2019)

Indeks Perilaku anti Korupsi (IPAK)
¢ Indonesia Tahun 2018 sebesar
Tahun 2017 Sebesar

Rendahnya Pengetahuan Hukum Masyarakat

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang

tertuang dalamkerangka RPJMNIV, maka beberapa isu strategis permbangunan hukum2020-2024 :
a Terlalu banyaknya peratuan perundang- undangan (hyper regulation), regulasi yang tunpang tindih,

inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdanyak pada ketidakpastian hukum

Pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum mesih belum
secara optimal dalammemberikan kepastian hukumdan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Praktik sugp mesih marak terjadi di berbagai seldar termesuk penegakan hukum meskipun upaya
pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan

Rendahnya Pengetahuan HikumMasyarakat

Dari keenpat poin penting di atas, ditetapkan enpat sasaran permbangunan hukum dalam lima tahun ke

depan, yakni:

a

Terwujudnya regulasi yang berkualitas : Menurunnya persentase permohonan judidal reviewyang
dikabulkan oleh MK dan MA

Terwujudnya systemanti korupsi yang optimal : Meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi

Terwyjudnya system Peradilan yang efeldif, transparan dan akuntabel : Meningkatnya peringkat EoDB
Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit

Menurunnya persentase residivis

Terwyjudnya pemehunan akses terhadap keadilan : Meningkatnyaindeksaksesterhadap keadilan



O
RENSTRA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024“

Garrbar 3.4 Sasaran dan Indikator SstemHikumNasional yang Mantab

Terwujudnya Terwujudnya sistem
regulasi yang anti korupsi yang
berkualitas optimal
Menurunnya persentase Meningkatnya skor Indeks Perilaku
permohonan judicial review yang Anti Korupsi
dikabulkan cleh MK dan MA
o — o ——
Terwujudnya sistem Terwujudnya
peradilan yang Pemenuhan akses
efektif, transparan terhadap keadilan
dan akuntabel
«  Meningkatnya peringkat EoDB Meninglkatnya indeks akses terhadap
Indonesia untuk aspek penegakan keadilan
dan mendapathkan kredit
= Menurunnya persentase residivis
T—— T—

Keenrpat sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, /donesia
Baperghasilan Menengah - Tingg' yang Sgahterg Adll, dan Bxrkesinambungan Mesing-masing sasaran
permbangunan hukum nasional 2020-2024 diturunkan lagi ke dalam 4 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan
pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam ganbar
berikut:

Garbar 35 Arah Kebijakan dan Srategi Sistem HikumNasional yang Mantab

Penataan
(L4
—
* Penguatan tata « Oiptimalisasi Sistern
kelola requlasi Perdata
* Pembaruan * Keadilan Restoratif
Substansi hulkum « Duloumgan T1 di bidang
Hulum & Peradilan
“Z Korupsi EIE Keadilan
= Penguatan Sistern * Permberdayaan
Anti Korupsi hulumn Masyarakat
* Penguatan Akses
Layanan Headilan

Sesuai dengan arah permbangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut
diatas, telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Penataanregulasi akan diwgjudkan melalui strateg:

a  Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalu penguatan institusi dalam proses
perrbentukan peraturan perundang-undangan, pelemmbagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus
penyusunan peraturan perundang-undangan; optimelisasi partisipasi publik; dan dukungan database
regulasi berbasis teknalogi informes;
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b Perrbaruan substansi hukum melalui perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usahg,

jaminan fidusig, dan kepailitan
2 Perbaikan sistemperadilan akan diwujudkan melalu strateg:

a  Optimelisas sistem perdata, melalu penyusunan regulasi yang mendukung kemmudahan berusaha,
penguatan sistem berbasis Tl dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang
berbasis Tl dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelermbagaan yang mendukung pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan.

b Penerapan Keadilan Restoratif, melalu optimelisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam
peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimelisasi peran lembaga
adat dan lenmbaga yang terkait dengan altermatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan
upaya permberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk karban pelanggaran
hak asasi manusia

¢ DukunganTl di bidang hukumdan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data
antar penegak hukum termesuk di dalanmya penguatan pengelolaan database di internal lenbaga
penegak hukum

3 Penguatan sistemanti korupsi akan diwujudkan melalu strategi :

a  Penguatan upaya anti korups, melalu upaya untuk meminimelisir praktik suap di aparatur sipil
negara, mesyarakat, dan swasta, serta optimalisas mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset
dalamsistemperadilan secara menyelurth

4 Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalu strategi :

a  Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelonpok masyarakat dalam bentuk peningkatan
ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme
formal dan infarmral yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan

b Perberdayaan hukum mesyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan nesyarakat dalam
memeham hukumdan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan
aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya menperoleh
kepastian hukum

Sedangkan arah permbangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 Mahkameh

Agung telah menetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
e  Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
e Pembatasan perkara kasasi;
e  Proses berperkara yang sederhana dan murah
e  Penguatan akses peradillan (prodeg, sidang keliling, dan posbankum)
e  Penguatan akses penyelesaian perkara permmohonan identitas hukum
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Penyerpurnaan penerapan sistemkamar

Peningkatan penyel esaian perkara pidana dengan keadilan restorative

Hak uji meteriil

Penguatan lerbaga eksekusi

Keberlanjutan e-Court

SPPTTI

Peningkatan pelaksanaan permbinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkameh Agung yang berkualitas

Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optinal.

Peningkatan tranparansi pengelolaan SOM Keuangan dan Aset.

Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
Mahkameh Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat
Kasas dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan
Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan
pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkameh Agung Rl Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Bvpat) Lingkungan
Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka wektu
5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalamjangka waktu
3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara Dalam rangka
optimelisasi pelaksanaan surat edaran tersebut meka untuk pengadilan tingkat pertana apabila
penyelesaian perkara melebihi tenggang wektu 5 bulan meka mgjelis hakim harus melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk
penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka mgjelis hakim harus
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkameh Agung
Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 214/KMYSK/XI/2014 tentang jangka waktu penanganan
perkara di Mahkameh Agung yang mengatur penanganan perkara kasas dan peninjauan kenbali pada
Mahkameh Agung harus diselesaikan dalam jangka wektu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas
perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengajy, agar surat keputusan tersebut
dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional
prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan nonitoring kepatuhan pengelolaan
dana dan informesi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkameh Agung
secara berkala Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mehkameh Agung dan
Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara
Osamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkaneh Agung membuat terobosan untuk penyelesaian
perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalu sall dlaim court
sebagaimana tersebut dalamPeraturan Mehkameh Agung Peraturan MA Nb. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Gugatan Sederhana atau disebut sall daim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian
cepat. small daim court ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang
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diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/hisnis skala kecil yang bertjung ke
pengadilan Dengan s8Il claim court akan dapat menrpercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas
peradilan sederhana, cepat, biaya ringan Selama ini masyarakat pencani keadilan masih mengeluhkan
lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalu sall daimcourt
maka keluhan akan lamanya proses penyel esaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan
negara demokrrasi modern dan meningkatkanpelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan Dengan
adanya penyelesaian perkara melalu small daimcourt, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal
Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai
pengadilan tingkat terakhir, proses perrbuldiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu
penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan

Selain ity, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court yakni perkara yang
penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah
Sistemini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan
menentukan apakah perkara tersebut mesuk kriteria gugatan sederhana Apabila hakim berpendapat
perkara bukanlah gugatan sederhang, meka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir sall daim court, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lanbat tujuh hari
setelah putusan diucapkan atau setelah penberitahuan putusan Keberatan ini diputus mgjelis hakim
sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kerrbali.
Seiring dengan perkenbangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mehkameh Agung
agar besaran gugatan meksimal yang dapat diselesaikan melalui small daim court dapat ditinjau kermbali,
ketentuan batasan maksimel gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000.
Mahkameh Agung telah mengakomodir mesukan dari mesyarakat tersebut dengan membentuk kelompok
kerja untuk melakukan kajian terhadap sall daim court untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai

gugatan

Permbatasan Perkara Kasasi

Kasasi merypakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah
pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila
merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkaneh Agung

Permnohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding
maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertamg, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap
putusan pengadilan dibawahnya diterima dleh Mahkameh Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan
oleh Mahkameh Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukunmya

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum jadi tidak dilakukan
pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat
dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga

Tingginya jumah perkara masuk ke Mahkameh Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan
upaya hukum ke Mahkameh Agung dan 90% berasal dari peradilan uum sehingga sulit bagi Mehkameh
Agung untuk melakukan pemetaan permesalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini
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disebablkan deh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama
maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan
majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum
sesuai dengan keahlian/latar belakang,

Mahkameh Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum
melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat
banding melalui peningkatan surber daya aparatur di lingkungan Mahkameh Agung dan badan peradilan
dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengerrbangan Hikum serta Pendidikan
Pusdiklat Mahkameh Agung setiap tahun selalu mengermbangkan modul pelatihan dalam proses belajar
belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur
khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis
peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara
periodik melalui pinpinan pengadilan mesing masing Oisanping peningkatan surber daya aparatur
melalu pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkameh Agung
juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditenpatkan pada pengadilan tingkat banding
dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas nmaka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan
mesyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi
ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukumbanding maupun kasasi.

3)  Prosesberperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
Prinsip peradilan yang sederhang, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem
hukum Indonesia. Nanun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip
ini masih belum terinplementasi dengan baik Dari hasil penelitian diketahu bahwa jangka wektu yang
telah ditentukan oleh Mahkameh Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai
Mahkameh Agung, hisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memekan wektu yang lama
Tumpukan perkara di Mehkanmeh Agung merupakan salah satu falktor mengapa penyelesaian perkara
begitu lambat. Maka dari ity, perlu diselesaikan terlebih dahulu mesalah penunpukan perkara dan
perrbatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tunpukan perkara
tersebut. Penelitianini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain
a  Perkaraperdata (perkara gugatan kecil);
Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman atau 3 tahun
penjara dan termasuk juga dends);
¢ Hkumperkawinan (perkara perceraian);
d Perkara Hibungan Industrial.

Dengan aturan perrbatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi
ini, wakiu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek; dan biaya berperkara otorretis menjadi lebih
murah Jika semua ini bisa diterapkan, meka pringp peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
diharapkan akan terealisasi.
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Seperti yang telah dijelaskan sebelunmya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode
win-win salution dan memakan waektu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif
sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara hal ini disebabkan
mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara
meksimel di pengadilan, belumsemua hakim menperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga permehaman
mereka tentang mediasi belum seragam jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada
penyelesaian perkara secara ligitasi. Oiharapkan ke depan bisa dilalkukan penajamen metode rekrutmen
calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi menfaat mediasi dan penguatan kerja sama
dengan lemmbaga mediasi di luar pengadilan Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan
perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil
untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan
meringankan biayanya (s7mll daim courd). Oharapkan ke depan hal ini hisa diupayakan dengan
perubahan/revisi RUH.kumAcara ataupun peraturan dari Mahkameh Agung.

Pada tahun 2018 Mahkameh Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur
mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para
pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, penbayaran biaya perkara yang
seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata,
perdata agams, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan

Dengan aplikasi e-court ini dapat menrperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari
keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau divnekili advokat harus
datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court meka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan
perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumeh (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya
ringan. Dengan aplikasi e- Court permbayaran biaya perkara semekin ringkas karena terhubung dengan
sistem espaymrent yang pemmbayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalu saluran
penrbayaran elektronik yang tersedia

Tak hanya ity, permanggilan elektronik (e-summng sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab,
sistem permanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik
termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalamhal para pihak ada bertenpat tinggal di wilayah
berbeda Prosedur ini hanya bisa ditermpuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara
elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang nungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi
ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkameh Agung kini
mengenrbangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara
dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadimya para didepan pengadilan

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran
administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan
dalam pendaftaran perkara, perbayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam
pertukaran dokumen jawab-jinawab, penbuktian, dan penyanpaian putusan secara elektronik Aplikasi e-
litigas selain menperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga menbuka lebar
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prakiek peradilan elektronik di Indonesia

4)  Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya
perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada
pencari keadilan
Inplementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan
tingkat pertama melalu kegiatan pemrbebasan biaya perkara pelaksanaan sidang diluar gedung
pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum Permbebasan biaya perkara kepada orang yang
tidak manpu dengan menunjukian inplementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya
para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang
implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melanpirkan Surat
Keterangan Tidak Manpu, Kartu Keluarga Mskin atau Surat Keterangan Tidak manpu dari Kepala Desa di
Ketahu Camet.
Inpermentasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntuki<an bagi masyarakat yang menenu
kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tenmpuh masyarakat ke gedung
pengadilan atau karena adanya kesulitan
Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Oinas Kependudukan dan Catatan
Spil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum menpunyal Akte Kelahiran dikarenakan adanya
masalah pada perikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya
Pos layanan bantuan hukum merypakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan
akses bagi masyarakat yang tidak manpu untuk mendapatkan advis hukum layanan bantuan hukum ini
dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi mesyarakat yang tidak manpu atau masyarakat yang
tidak faham akan hukum Layanan bantuan hukumini sangat membantu dan menpermudah masyarakat
pencani keadilan untuk menperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di
pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara
berperkara di pengadilan Bantuan hukumini tidak bersifat litigasi yang mendanpingi para pihak berperkara
berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan
Kerrenterian Hikumdan HAM

5)  Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warma negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum
meka negara harus hadir menmpermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara Salah satu
kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak menpunyai akte kelahiran, hal ini sangat
penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukumterkait status anak
tersebut.
Bag anak yang menpunyai akte kelahiran meka termasuk salah satu syarat untuk menperoleh akte
kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya Guna memudahkan masyarakat menpunyai akte
nikah meka harus dilakukan pendaftaran pernohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu
masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukunypencatatan perkawinan
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maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika menpunyai anak tidak
bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus
melanpirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang
dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadillan, Kementerian Aganma dan Oinas Kependudukan Catatan Sipil.
Masyarakat yang tidak menpunyai akta dan ketika menpunyai anak ingin diakui secara hukum meka
dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agamg, Pengadilan Agama dan Oinas
Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu Usianya
bervariatif, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua Oa juga menyebutkan bahwa diantara
mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan
cucu

Dengan kondisi ini maka kewajiban Permerintah untuk membantu mesyarakat dalammemenuhi hak-haknya
untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah meka akan sulit menerbitkan
akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memeriukan buku nikah, makanya ini sangat penting
sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang itshat nikah ini sebagai kesenpatan untuk memiliki kepastian
identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan Jangan melu untuk mengikuti sidang
ishat nikah, karena sidang ishat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukury
pencatatan perkawinan maupun kelahiran Osamping menjadi kewajiban Permerintah untuk membantu
masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada
buku nikah meka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan
buku nikah sebagai identitas hukuny pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyenpumaan SstemKamar
Terkait dengan penerapan sistemkamar secara konsisten maka diharapkan:
° Hakimdapat mengenbangkan kepakaran dan keahlian dalammengadili perkara,
° Meningkatkan produktivitas dalampemeriksaan perkara,

° Mengurangi disparitas putusan,
° Menudahkan pengawasan putusan

Pelaksanaan sistem kamar pada Mehkameh Agung tidak didasari pada pengelonpokan lingkungan
peradilan, namun didasarkan pada bidang hukumdan jenis perkara, yaitu

° Kamar Fidana
° Kamar Perdata
° Kamar Agama

° Kamar Mliter

° Kamar Tata Usaha Negara

7)  Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif
Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya
keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan
untuk membuat permindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan
itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki
arti penting dalam salah satu upaya mentbangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan
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restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini
berkermbang setelah dimasukdkan dalam sistem peradillan pidang, sehingga pengertiannya menjadi proses
penyelesaian yang sistemtis atas tindak pidana yang menekankan pada penulihan atas kerugian korban
dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelalku Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban
dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didoninasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan
diatur dengan Uhdang Uhdang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Fidang, sesuai dengan pasal 6,
menmpunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di
luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari peranpasan kemerdekaan dan menanamkan rasa
tanggung jawab kepada anak

O dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban,
sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi permulihan hubungan antara pihak
karban dan pelaku Permulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara karban dan
pelaku Pihak korban dapat menyanpaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi
kesenpatan untuk menebusnya, melalu mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun
kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang
kepada pihak yang terlibat, dalamhal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aldif dalam penyelesaian
mesalah mereka

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para
pihak untuk ikut serta didalanmya Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar menrperhatikan
pemulihan Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan meterial, enmosional, dan sosial sang
korban Keberhasilan keadilan restoratif,

diukur dleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihikan pelaky, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang
dijatunkan hakim Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara
Muinculnya sebuah ide restarative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan
permenjaraan yang dianggap tidak efeldif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat
dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik Korban tetap saja menjadi korban,
pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya

Gri yang menonjol dari restarative justice kejahatan ditenpatkan sebagai gejala yang menjadi bagian
tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan
yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik
kejahatan sebagai mesalah negara Hanya negara yang berhak menghukum meskipun sebenamya
komunitas adat bisa saja menrberikan sanksi. Sstem perrenjaraan sebagai pelanpiasan kebencian
mesyarakat yang diterima dan dijalankan negara Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal,
implementas di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan
restoratif ketika akan diinpelementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai
perangkat pelaksananya yang menjalankannya termasuk perspektif SOMMahkameh Agung

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalu mekanisme divers, dimana adanya proses upaya
perdameian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan
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kepada semua perkara Setiap perkara memiliki keunikan meka penyelesaiannya pun sebaiknya juga
menperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini meka akan mengurangi beban
kerja lemmbaga pemasayarakatan dalammelakukan tugas perrbinaan pada para terpidana

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restarative justice Mehkameh Agung akan melakukan kajian dan
diskusi dengan pihak pihak berkepantingan seperti Kementerian Hikum dan HAM Kejaksaan dan Kepdlisian
untuk mencari satu kesepahaman agar inplementasi restarative justiceini dapat berjalan dengan optimal.
Reformulasi asas keadilan restoratif dalamhul<um pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap
Buku | KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas restarative justice dalam
hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang,
disanping itu Mehkameh Agung juga mermandang perlu dildat terpadu antar aparat penegak hukumterkait
dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restarative justice

Reformulasi asas restarative justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukdan
sejurah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseinbangan kepentingan
negara, mesyarakat, dan korban Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai
sosiokultural mesyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu
dilakukan penanbahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan
restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana
berat seperti perrbunuhan

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang
sangat memrbahayakan atau merugikan mesyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan
perdameian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat
dirumuskan menjadi dasar hukum gugumya kewenangan tuntutan penuntut umum Hal-hal yang harus
disepakati antara Mehkameh Agung, Kementerian Hikum dan HAM Kejaksaan dan Kepalisian diantaranya
pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan Penerapan asas
keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi
oleh Kepalisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkameh Agung, pada tahap persidangan, mejelis hakim berdasarkan kewenangannya
dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban Apabila terjadi perdamaian meka hal tersebut dijadikan
pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan penganpunan deh hakim pada tahap
pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat
mengikuti programrehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku

8)  HakUi Materiil
Istilah udcial Review di Mehkarmeh Agung disebut dengan istilah Hak Ui Materiil (HM, yaitu hak
Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perlhdang- Uhdangan di bawah Uhdang-Lhdang
terhadap Peraturan perlhdang-Unhdangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Permra No. 1/2011 tentang Hak
Ui Materiil. kewenangan judicial reviewpada Mahkameh Agung berwenang menguji peraturan perlhdang-
Lhdangan di bawah Uhdang-Uhdang terhadap Uhdang-Uhdang

9.  Penguatan lerbaga eksekusi
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Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhimya tidak bisa dilaksanakan (non
executabld. Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan dleh
banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang
harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict
o interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim adanya upaya-upaya untuk menghambat proses
eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keammanan dalam
menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi
sandaran dalam prakdik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata
terkait dengan faldor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

- Faktor Internal

a Keberadaan ketua pengadian sebagai pejabat yang menminpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan
hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua
pengadilan juga adalah hakim Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut
adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari
pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang
meminpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan
pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak Proses eksekusi di lapangan akan
dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang
terjun ke lapangan tidak begitu manpu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses
eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan
dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak
keamanan (palisi atau TN) untuk mengawel pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang
akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera
pengadilan Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan
eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan deh Uhdang-Lhdang untuk menjalankan
eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk ity, artinya mereka meniliki tugas dan
fungs lain selain dari pelaksnaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang
harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan
eksekusi.

b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nonor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri
sipil diatur ada tiga kelonpok jabatan yaitu jabatan pinpinan tinggi, jabatan administras dan
jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok
jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan
angka kredit.

- Faktor Bksternal:
a Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu menbutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti
polisi dan TN, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam
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perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan
tersebut.

b. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti
bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa
yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak- pihak, namun kesadaran masyarakat
tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan
kesadaran hukummesyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus
tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah keperminpinan ketua
pengadian dan sekaligus mermbuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lenbaga khusus yang
bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalamperkara perdata dengan menbuat lermbaga khusus di bawah
Mahkameh Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata

9 Keberlanjutan e-Court
Mahkameh Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi
administrasi perkara berbasis online ini merupakan inplementasi Peraturan Mahkameh Agung Nonmor 3
Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Heldronik

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administras
perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, perrbayaran
biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan
perkara perdata, perdata agamg, tata usaha negara yang berlaku di masing-mmasing lingkungan peradilan
Dengan aplikasi e-court ini dapat menperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari
keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwekili advokat harus
datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court meka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan
perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rueh (e-filling sehingga tercipta asas cepat dan
biaya ringan Dengan aplikasi e- Court perrbayaran biaya perkara semekin ringkas karena terhubung
dengan sistem espayrrent yang perbayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran
penrbayaran elektronik yang tersedia

Tak hanya itu, permanggilan elektronik (e-surrmng sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab,
sistem permanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik
termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalamhal para pihak ada bertenpat tinggal di wilayah
berbeda Prosedur ini hanya bisa ditenpuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara
elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang nmungkin terjadi dalammasa awal pengenalan aplikasi
ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkameh Agung kini
mengenbangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara
dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadimya para pihak di pengadilan

Tahun 2019 merupakan nmomen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara
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perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-
litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada
tataran administrasi perkara saja, namun dalam pralkdek persidangan Sistem elektronik tidak hanya
diberlakukan dalam pendaftaran perkara, penbayaran panjar dan panggilan para pihak tetapi
diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, perrbuktian, dan penyanmpaian putusan
secara elektronik Aplikasi e-litigasi selain menperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-
litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia Hil ini terganbar dengan setidak-
tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelunmya
Ratamyg e-litigas menrperluas cakupan subyek hukum yang dapat memenfaatkan sistem peradilan
elektronik Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga
pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Brro Hikum Permerintahy/TN, Polri, Kejaksaan
R, DOireksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum dan kuasa insidentil yang memenuhi
syarat sebagai pengguna SstemInformasi Peradilan
Hedtg perrenfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertams, tetapi juga bisa dilakukan
untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-
litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmeti oleh masyarakat pencani keadilan
jika menggunakan e-litigasi, yaitu
a  Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak
perlu berlame-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga
proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
b. Sstemini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdini dani
bentangan ribuan pulau
C.  Jurlah layanan dukungan manajemen eselon |, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan
prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara eleldronik, seperti
biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jaweb menjawab, perrbuktian maupun
mendengarkan perbacaan putusan
d.  Sstemelektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Sistem E-litigasi
menbatas interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur
peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi
cara berinteraks, sehingga meminimelisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran
hukum
Mahkameh Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara
dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini
disadari menmbutuhkan proses dan menghadapkan Mehkameh Agung dan badan-badan peradilan di
bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karenaitu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada
13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan
Tata Usaha Negara Oiharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-
Litigasi.
Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-
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litigasi, pengermbangan aplikasi e-litigasi masih di peruntuld<an untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-
Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian
prases hisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang
digjukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-litigasi meka Mahkameh
Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik Dengan
diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan
juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik termasuk penyampaian/peberitahuan salinan
putusan. Disanping itu Mahkameh Agung kedepan akan mengentbangkan pengadilan elektronik ini dapat
mengakonodir penyelesaian perkara Naga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan nelalu aplikasi e-
Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya
ringan akan segera terwyjud Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menermui
kendala khususnya pada Pengadilan Agame, para pihak berperkara pada umunmya masyarakat menengah
kebawah yang tidak memahami akan teknologi informesi.

m SR

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan, memiliki jalinan sisteminformasi yang erat. Praktek
yang dilakukan di berbagai negarg, para penegak hukum telah mengaku kebutuhan untuk pertukaran
informesi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan
SPPT. Hal ini terlihat dalamRJPMN2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkameh Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau
Integrated Qriminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam
kerangka penegakan hukum pidana Sstem Peradilan Fidana Terpadu merupakan sistem yang
menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota
kesepahamen pelaksanaan Sstem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah
ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang nelibatkan Mahkameh Agung Kemenko Hdang
Polhukam Polri; Kemenkorrinfo, Kementerian Desa, Penrbangunan Deerah Tertinggal dan Transmigras;
Lemmbaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Perrbangunan Nasional (Bappenas) yang
dalam pelaksanannya disinergikan dengan aplikass MANIRA (Mangjemen Integrasi/Informasi dan
Pertukaran Deta).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi
Penetapan Majelis Hkim Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sdang, Petikan Putusan dan
Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkameh Agung dapat diterapkan
pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarankan meliputi Penetapan Majelis Hakim
Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertamg, Penetapan Penahanan (PENT7-1),
Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN7-20), Petikan
Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Penohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan
Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua
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Pengadilan Tinggi ( PEN7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 ( PEN7-23), Petikan
Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permmohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK),
Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN7-25),
Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan
Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi
perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkatika Pada perkara tindak
pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang
untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Oversi, Perrberitahuan
Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permmohonan Assesment.

Guna efeltifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT meka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan
nonitoring, evaluasi dan pendanpingan secara berkala, peningkatan surber daya manusia menjadi
pendukunng utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan Pelaksanaan SPPT tidak dapat
berjalan dengan optinal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lenbaga penegak
hukum peningkatan surber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukummenjadi konponen
sangat penting DOrencanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh
pengadilan, sehingga diharapkan transparans data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak
hukumdapat terjalin dengan baik

12) Peningkatan pelaksanaan permbinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hekim dan aparatur peradilan yang bemaung di baweh Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa
meningkatkan dan menperluas wawasan serta keahliannya Peningkatan kapasitas profesi akan
mendarong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan
Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang konprehensif, terpady,
dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain ity,
sistemrekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan,
dalam rangka mengelola kualitas SOM Badan Peradilan Hal ini merupakan cara yang konrprehensif dalam
mengelola dan menrbina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyekdif, sehingga tercipta
personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung
(Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai
pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Lhtuk mendapatkan SOMyang
konpeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, meka Mahkameh Agung akan
mengerrbangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas
dan Terhomet atau Qalified and Respectable Judicial Training Center (JIG). Sistem ini akan dapat
terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek; yaitu meliputi:

Kelembagaan (institusional);

Sarana dan prasarana yang diperiukan;

Surrber daya manusia;
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Programdiklat terpadu yang berkelanjutan;
Pemanfaatan hasil diklat;

Anggaran diklat;

Penelitian dan pengenrbangan
Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep
pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Gantinung Jdicial Flucation atau CHH. Maksudnya,
pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan
kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sunber Daya Manusia
dibidang teknis, disanping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan
surber daya melalu bimmbingan teknis dan dillat ditenyat kerja yang dilakukan dleh Orektorat Jenderal
dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkameh Agung Kebijakan penganggaran
Mahkameh Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan binbingan teknis dimeksud mulai tahun
2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai
dilakukan mengingat keterbatasan kemanpuan sarana dan prasarana Oklat Mahkameh Agung
Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Oklat Mahkanmeh Agung, meka diambil suatu
kebijakan untuk mendulkung peningkatan suber daya aparatur di lingkungan Mahkameh Agung dengan
adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan
karena rentang kendali cakupan Mahkameh Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis
tersebar ini akan menberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan
peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan
Brbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Otjen masing masing untuk berlonba meningkatkan
kapasitas sumber daya aparatumya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi
perbinaan yang ada pada mesing masing Otjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya
Substansi birrbingan teknis dan diklat ditenpat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu
terkini yang berkerbang di masyarakat dan perlenmbangan dunia usaha. Dantaranya adalah diklat system
peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan
penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu
diatur pula dalam peraturan tersendiri. Permehaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya
mungkin mesih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham sehingga kadang-
kadang memunculkan penilaian bermacam-mecam nelah yang lebih fatal bilamena terjadi salah
penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan
perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh ity
hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan
hukumulai tahap penyidikan sanpai dengan tahap perrbintbingan setelah menjalani proses pidana yang
berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan
terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, peranpasan kemerdekaan
dan permidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan
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Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum
anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan
hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga
melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas
tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak
pidang; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumwur 18 (delapan belas tahun) yang dapat
menberikan keterangan guna kepentingan proses hukummulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialam.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan digjukan ke sidang
pengadilan setelah anak melanpau batas urur 18 tahun tetapi belummencapai umur 21 tahun anak tetap
digjukan ke sidang anak Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga
melakukan tindak pidana, meka penyidik, perbimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk
menyerahkanan kepada orang tua/weli atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, perbinaan
pada instans pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang
kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Uhdang Nonmor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
/g Pasal 67 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang BelumBerumur 12 (dua belas) tahun

13). Peningkatan hasil penelitian dan Sunber Daya Manusia Mehkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, konpetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SM
berbasis kompetensi, sehingga harus dipsham secara jelas Konpetens diartikan sebagai sebuah
kombinasi antara keteranrpilan (s4ll), pengetahuan (Anowleabe) dan atribut personal (personal attributes),
yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja

Lhtuk menunjang kebijakan tersebut diatas neka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi
dibutuhkan SOMyang konrpeten, terutana untuk melakukan penelitian dan pengenrbangan Oleh karena ity,
jurlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu
diperkuat dan ditambah Agar dapat terus mengikuti perkermbangan pemikiran hukum dalam rangka
mendukung fungsi badan peradilan, meka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga
fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merelerut tenaga eksternal
maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang Tujuannya
meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya Pelaksana fungs
Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap
berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum peradilan, maupun topik yang relevan lainnyg; semua
peraturan perlhdang-Lhdangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagal informasi yang penting
lainnya Surber informesi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namunyang
lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informesi tersebut. Untuk ity, Litbang perlu
didukung dengan ketersediaan Tl untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta
teknalogi penyinpanan (filing terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyinpanan semua
hasil penelitian dan pengkajianyang telah dijalankan

Kebutuhan M sarana dan prasarana ini menbutuhkan dukungan anggaran yang menmedai agar
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pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.
Sesuai dengan visi dan mis Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan
Indonesia yang Agung adalah hila badan peradilan telah manmpu mengelda dan membina SOM yang
kormpeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakimdan aparatur peradilan yang berintegritas dan
profesional.
Hil ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan permbaruan kebijakan dan strategi, baik pada
area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana perrbentukan dan pelaksanaan sistem
kamar dengan seluruh proses turunannya adalah perrbaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan
ketersediaan SMyang konmpeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung)
juga mensyaratkan kesenpumaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana
dan prasarana serta pengelolaan SOMitu sendiri. Dengan denrikian, diperlukan perencanaan dan langkah-
langkah perrbaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam
satu sistem manajemen M
Dalam mengaptimalkan kinerja aparatur pengadilan meka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi
jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil konpetensi, akan dibuat daftar konpetensi, baik soff
canpetercy maupun hard conpetercy, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi konpetensi yang
rinci, serta indikator perilaku Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan ninimal untuk jabatan/posis
tertentu serta akan menjadi basis dalam pengenbangan desain dan sistem pada seluruh pilar SCM
sehingga selanjutnya akan dapat dikerbangkan:

o Rekrutrmen dan seleksi berbasis konpetens;

o Pelatihan dan pengermbangan berbasis konpetensi. Pengermbangan yang dimeksud

di sini termesuk rotasi, mutasi dan pronnos;

o Penilaian kinerja berbasis konpetens;

o Remuneras berbasis kompetensi;

o Pdakarir berbasis kanpetensi.
Dengan adanya sistem pengelolaan SOM berbasis konpetensi, meka seluruh proses penilaian hakim dan
aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen konpetensi individu), akan menggunakan konpetensi
sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimeksud diterapkan baik dalam rekrutmen
dan seleksi, penentuan rotasi-imutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja
yang berujung pada perrberian kinerja
Sehubungan dengan pengenbangan karir, Mahkameh Agung akan membangun nodel konpetensi
khususnya dibidang administrasi umum dan profil konpetensi untuk seluruh jabatan di Mahkameh Agung
dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar pronosi dan pengermbangan karir.
Dalamhal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengenrbangan karir yang lebih spesifik
sestal dengan persyaratan jabatan Terkait dengan pengelolaan organisas dan manajemen yang
terdesentralisas, meka pengelolaan SOMjuga akan dilakukan secara terdesentralisasi.
SM berbasis konpetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat menungkinkan
adanya standarisas kriteria, perrbakuan sistem dan pengenbangan pengetahuan serta keteranpilan
penanggungjawab pengelola M di daerah Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efeldif dan
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efisen Mengingat konpleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang
diperlukan untuk berhasilnya inplementasi sistem pengelolaan SOMberbasis konpetensi:
)  Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemendirian pengelolaan SOM Badan
Peradilan
2 Adanya komitrmen yang kuat dari pinpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
3 Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan 9M sarta
keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SCM
4  Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi menajemen SOM
5  Manajemen SM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran
organisas
6  Menyesuaikan perkerrbangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem ketentuan dan
prosedur mendarong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.
14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
Profil Pengawasan Mahkameh Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi
pengawasan peradilan dilaksanakan dleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan
dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan
kedudukannya dalam organisasi Mehkameh Agung’”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan
organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistemsatu atap sehingga
beban fungsi pengawasan yang dienban oeh Mahkameh Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan
tingginya soratan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan
Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen — sanpai batas tertentu-
sehingga kinerjanya manmpu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
Sruktur organisasi pengawasan mesih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan
ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang mesih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis
komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjanmin
independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang
perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar manpu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara
optimal di seluruh Indonesia serta tantangan surber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi
Mahkameh Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia Penguatan organisasi
pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu
1) Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2 Penguatan SOM pelaksana pebgawasan
3  Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4)  Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5 Redefinisi hubungan Mahkameh Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi
pengavasan
Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditenrpatkan
dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan intemal yang independen,
pelaksana fungsi pengawasan harus manpu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien
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terhadap seluruh hakim aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mehkameh Agung dan
badan-badan peradilan di bawahnya Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletalkkan dalamkerangka
perbinaan secara menyelurth dan menjadi dasar penganbilan kebijakan Agar pelaksanaan fungsi
pengawasan maka peningkatan SOM pengawasan menjadi konponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi mesyarakat sudah dilakukan melalu
media online aplikas SWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindalkdanjuti semua
laporany/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai Ujung torrbak pengawasan untuk
menindaklanjuti laporan dari daerah Aplikass SWAS setiap saat akan dilakukan pengenbangan dan
penyermpunaan sehingga pengaduan mesyarakat atas layanan pengaduan Dengan adanya kemudahan
dalam melakukan pengaduan meka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik
peradilan

Terkait dengan hubungan Mahkameh Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan akan diruruskan kembali agar tidak ditemukan kembali permesalahan belum adanya
kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkameh Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga
Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterina deh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan
dengan Mahkameh Agung.

Guna meningkatkan efeldifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama
yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lenbaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi
Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Bik dan Pedoman Perilaku Hakim Badan
Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan
Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain

1 Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Bik dan
Pedomen Perilaku Hekim (KEPPH, yang selama ini dilakukan deh mesing- masing (Badan
Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalamhasil pemeriksaan tersetut.

2 Membangun sarana [T untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan
Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oeh Badan
Pengawasan dengan KY.

3 Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Bik dan Pedomen Perilaku Hekim (KEPPH dan
melaksanakan kanpanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak
masyarakat mewaspadai bahaya mefia peradilan serta menjaga dan menegalkkan kehormetan,
keluhuran, martabat, serta perilaku hakim

4 Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan
pengawasan hakim baik hakimtingkat banding maupun hakimtingkat pertama

9 Melakukan pertermuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan mesyarakat yang tidak
bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun
penerapan hukumacara

Osamping melakukan pengawasan secara optimel, dalam rangka meningkatkan integritas lenbaga
peradilan Mihkameh Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan
pebangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
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Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkameh Agung Nonor
58/.MY/SK/II/2019 tentang pedomen perrbangunan zona integritas menuju wilayah bebas karupsi (WBK)
dan wilayah birokras bersh dan melayani WBBM pada Mehkameh Agung dan badan peradilan
dibawahnya

Perrbangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap
sistem penyelenggaraan permerintahan yang baik, efeldif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam

perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek
KKN dan lemehnya pengawasan Zona Integritas () adalah predikat yang diberikan kepada instansi
permerintah yang pinpinan dan jajarannya menpunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari
Korupsi (\WBK)Milayah Brokrasi Barsih dan Melayani \WBBM) melalui reformesi birokrasi, khususnya dalam
hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/_dan Pernda yang pinpinan dan
jajarannya menpunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan VBK dan WBBM melalui upaya pencegahan
korupsi, reformmesi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik Mehkameh Agung telah
mencanangkan sebagai 4 mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wlayah Bebas dari Korupsi.

Wlayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksang, penataan sistem mangjemen M
penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja Sedangkan Wlayah Hrokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
manajenen perubahan, penataan tatalaksang, penataan sistem manajemen SOM penguatan pengawasan,
penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik

15 Peningkatan tranparansi pengelolaan SOM Keuangan dan Aset.

Mahkameh Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam
pengelolaan infarmasi yang diperlukan intemal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna
jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkermbangan kebutuhan, hingga kini masih
banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan O sisi lain, intemal organisasi Mahkameh Agung dan
badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistempengelolaan Tl
yang konprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan menmercepat proses pelaksanaan tugas dan
fungs di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan
informmesi kepada masyarakat, yaitu dengan mengenbangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit
atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “/nfergperability’ yaitu kemanpuan
organisasi pemerintah untuk melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya
dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan
tekndlogi informasi yang memadai.

Memiliki manajeren informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi
organisas modemn berbasis Tl terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendarong
terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengerrbangan Tl di Mehkameh Agung merupakan


https://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/
https://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/
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sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:
a.  Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dani
dalamdan luar pengadilan, termasuk putusan, junal hukum) dan lainnyg;
b. Peningkatan sistemadministrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung,
misalnya registrasi, permrintaan informasi, dan kesaksian;
C. Pemmbentukan efisiensi proses kerja di lenbaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan
nmenggantikannya dengan proses berbasis korputer;
d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk
melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
e. Pengembangan metode penrbelajaran dari Brrbingan Teknis menuju e-/earning atau pemrbelajaran
jarak jauh secara bertahap.
Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di baweh Mahkameh Agung akan diberikan
akses pada suatu sistemtunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkameh Agung, melalul suatu jaringan
komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sisteminformasi secara terpusat ini akan
menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluuh linik organisasi Mahkameh Agung,
memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, perreliharaan
maupun pengelolaannya.
Perkermbangan Teknologi dan Informasi yang berkenrbang begitu pesat, sehingga sangat banyak menrbantu
dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk menpermudah dan menmpercepat proses
pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mehkameh Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan Tl yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam
perrenfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan Pemanfaatan
Teknologi dan Informesi, itu peru didulkung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan
batasan Peraturan dan regulasi dalambidang Tl di Mehkameh Agung dan Badan di bawehnya yang sudah
dibangun dan mesih dibutuhkan seperti:
a. Lhdang-Uhdang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informesi Publik, Lhdang- Uhdang
ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Gad
Gvernance yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi mesyarakat
dalamsetiap proses terjadinya kebijakan publik
b.Surat Keputusan Ketua Mshkameh Agung Nomor: 1-144/MKMYI/MAY1/2011 tentang Pedorman
Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi
yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUhdang-
Lhdangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungs dan
organisas Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informes yang sesuai dan tegas
melalu Surat Keputusan Ketua Mahkamsh Agung R Normors 1-144/KMAYSK/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Infomesi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua
Mahkameh Agung Rl Nomor: 144/KMAMII/2007 tentang Keterbukaan Informesi di Pengadilan

(SstemInformesi

Penelusuran Perkara (9PP) atau Gase Tracking §/stern(CTS). Hngga saat sudah diluncurkannya CTS Versi
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01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikerbangkan CTS Versi (3 dilingkungan Peradilan Uhnum Peradilan
Miiter dan TUNdan redesign SADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SOM yang efeltif dan efisien peningkatan konpetensi dan integritas SOM
Mahkanmeh Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia
Peradillan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Suber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola
rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menenul kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SIM
yang belum sesuai dengan konrpetensi yang dibutuhkan dengan menermui beberapa tantangan, seperti: (1)
Sistem rekrutmen di Mehkameh Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SOM yang dibutuhkan, (2)
Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih
objektif dan akurat, (3) Belumada tujuan rekrutmen hakimyang lebih mengedepankan upayamenperoleh
calon yang berkualitas selain mengisi formesi yang kasong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya
konposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam
rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkonpeten
dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6)
Belum dilakukannya falent scouting ke berbagai universitas dengan akreditas memuaskan untuk
mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten
hakim Agung. Sedangkan patensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola relrutmen
Sumber Daya Peradiilan adalah (1) adanya metode transparansi pengurumen hasil ujian yang objektif dan
dapat diakses secara mudah oleh peserta (nmeljputi nilai dan peringfal), (2) terdapat bagian yang khusus
menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SOM rekam jejak hakimdan pegawai, peta SOM Mahkaneh
Agung R, serta prediksi dan antisipasi penempatan SOMMahkameh Agung R, (3) diadakannya standarisasi
aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik
seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemanpuan komunikas,
meniliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lenbaga ekstenal dalam proses rekrutmen
gparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lermbaga lain yang berkonpeten
bersama dengan Mehkameh Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah
rekrutrmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mehkameh Agung mengalami
kendala dalam permenuhan kebutuhan operasional Brokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala
utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MAmelalul proses penrbahasan dengan Bappenas
dan Kementerian Keuangan, acap kali tidakmendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam
rencana. Lhtuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lenbaga penegak
hukum meka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Lhtuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkameh Agung
dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai inplementasi
Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perlhdang-Undangan
Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Osamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian isi dan Msi Mahkameh Agung dan mendukung
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program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan
perrberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret
2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Mrus Disease 2019 (OOMD-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor
E 6/MK02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran
Kementerian/Lenmbaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Mrus Disease 2019 (OOMD-19), meka

Mahkameh Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan
penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimeksud dijabarkan sebagai berikut:

a Optimelisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan melalu peradilan
elektronik

Dengan semekin maraknya penyebaran Corona Wrus Lsease atau lebih dikenal dengan istilah COMD-19,
pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Gorana Wrus O'sease (OOMD-19), dalam
rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nonor 1 tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Mrus DOisease 2019
(COMD-19) di lingkungan Mahkaneh Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawehnya Guna tetap
terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkameh Agung memerintahkan kepada seluruh
pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi
e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-
Litigation Aplikas e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur deh Peraturan
Mahkameh Agung Nommor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Hektronik Dalam
menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap
harus berjalan secara efektif dan efisen Oeh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan
persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif
dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e- court pemanggilan para pihak, pengirimen replik-duplik dapat
dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat,
sederhana dan biaya ringan akan nmudah terwujud

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalu persidangan jarak jauh
Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Oisease (COMD-19), Mahkameh Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan
dikeluarkannnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa
Pencegahan Penyebaran Corona Mirus Disease 2019 (COMD-19) O Lingkungan Mahkameh Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Oibawehnya Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana,
pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan
penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COMD-19, persidangan
perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum mesa penahanannya
maesih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakimtunggal sanpai dengan berakhimya
masa pencegahan penyebaran COMD-19. Penerapan kebijakan penrerintah permbatasan tatap muka tidak
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menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-
perkara yang tetap harus disidangkan, meka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Penundaan persidangan dan perbatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan mgjelis
hakimuntuk menentukan
2  Mujelis hakim dapat menbatasi jurlah dan jarak amen antar pengunjung sidang (social
distancing).
3. Mujelis hakimdapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti
bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan
4. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa
masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan

¢ Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkameh Agungmelalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (OOMD-19) di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta menperhatikan permyataan resmi dari World Health Organization (WHD) yang
menyatakan OOMD-19 sebagai pandemi global, dan pemyataan Presiden R tentang Penyebaran COMD-19
sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Oklat
Kundil Mahkameh Agung Rl mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan
orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis tekndlogi informesi (e-/earming dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi infarmasi yang dimiliki oleh Badan Litbang
Oiklat Kunndil saat ini berupa Studio Pembelgjaran berbasis e-/leaming

Sebelum terjadinya pandemi OOMD-19, Studio Penbelajaran berbasis e-leaming digunakan sebagai
penunjang penrbelajaran secara konvensional dengan mengkonbinasikan /n dlass fraining dengan e-
learning yang kita kenal dengan nama Wledkd leaming Setelah terjadinga pandemi OOMD-19 dan
ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkameh Agung R Normor 1 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Desease (OOMD-

19) di Lingkungan Mehkameh Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga
pebelajaran yang dilaksanakan oeh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya
menggunakan metode permbelajaran berbasis e-learming

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-laarming Badan Litbang Oiklat Kundil Mahkameh
Agung Rl mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April
2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi (Kemenpan RB Nomor
BN17/SKU01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalanmya menjelaskan mengenai  honorarium
narasurber, biaya paket komunikasi dan biaya perrbelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkameh Agung R menunggu adanya regulasi Lebih lanjut mengenai judak
atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-/learning baik untuk
dikiat teknis peradilan meupun diklat manajemen kepeminpinan, terlebih lagi untuk diklat yang
merupakan prioritas nasional.

d Penyesuaian roadmap permbangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor
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Bardasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor
S-302/MK02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyestaian Belanja
Kementerian/lembaga TA 2020, neka semua Kementerianylebaga dilakukan penyesuaian postur
anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Uhdang-Lhdang atau Perppu
Normor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sstem Keuangan Uhtuk
Penanganan Pandemi Corona Mrus DOsease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka
menghadapai ancamen yang menrbahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan
negara, Mahkameh Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat
penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.
9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan penbangunan pengadilan dan
renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta binbingan teknis aparatur
sipil negara

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut meka pelekasanaan perrbangunandan renovasi Gedung
kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini
akan berpengarth terhadap roadmep pembangunanfrenovasi gedung kantor pengadilan  Uhtuk
penbangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak,
sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian
dengan kontrak tahun tunggal. Selain perbangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap
belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian
untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekuranganan dukungan layanan minimel peradilan

e Optimelisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mehkameh Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah menginbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumeh, banyak orang yang
menggunakan aplikasi video conference melalul Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan
Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, permbinaan, pendanmpingan masalah, nonitoring dan
evaluas tanpa harus melalu tatap muka Pada tahun anggaran 2021 pinpinan Mehkameh Agung akan
mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar.
Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping
karena kebijakan pemerintah untuk permbatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali
peradilan dibaweh Mahkameh Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di
daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendanpingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih
mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mehkameh Agung akan semekin cepat diterima oleh aparatur
peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik Dengan
mengoptimelkan fungs teknologi informesi zoam meeting ini meka Mahkameh Agung akan menerapkan
kebijakan penrbatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan
hanya dilakukan untuk penyelesaian nasalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan

dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan Nanun dengan perrbatasan
perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkameh Agung dalam optinrelisasi



RENSTRA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024“

pelayanan publik, peningkatan surrber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur
peradilan serta menjaga marweh Mahkameh Agung dan badan peradilan dibawahnya

33 ARAHKEBJAKAN DANSTRATHS PENGADILANNEGER YOGYAKARTA
Kebijakan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah mendukung program reforres’ judicial/
permbaharuan peradilan yang dilakukan Mahkameh Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan  Dalamrangka
mewgudkan visi dan mis, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A
menetapkan arah dan strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem menajemen perkara yang
akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencani keadilan dapat menperoleh kepastian hukum Kinerja
sangat menpengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya
aparatur peradilan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah:

e Sstemkarier yang merupakan perbaikan dalammekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan konpetensi
aparatur pengadilan

e Pengawasan ekstemal dan intemal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan
hukumyang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan mesyarakat.

e Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

o Transparans kinerja secara efektif dan efisien;

o Penguatan Regulasi Penerapan Sstem|Informasi Terintegrasi dan

¢ Pengenrbangan Kompetensi SMberbasis Tl.

o (Optimplisas sistem perdata melalu penyusunan regulas yang mendukung kemudahan berusaha,
penguatan sistem berbasis Tl dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis Tl
dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi
putusan pengadilan

e Dukungan Tl di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data
antar penegak hukum termesuk di dalanmya penguatan pengelolaan database di internal lemmbaga
penegak hukum

e Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk memininelisir praktik suap di aparatur sipil negara,
masyarakat, dan swasta, serta optimelisasi mekanisme permulihan dan pengelolaan aset dalam sistem
peradilan secara menyeluruh

2 Peningkatan Kualitas SOM Aparatur
Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih terjadinya ketinmpangan distribusi yang
berdanpak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa pegawai.
Penataan itu sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk
mengatasai kelebihan/kekurangan pegawai. Karena ity prinsip yang digunakan dalam penataan pegavai
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adalah diperolehnya jumah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (konpetensi)
dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penenpatan aparatur pada posisi yang
tepat.

Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai,
pengerrbangan karir dan penenpatan pegawai yang pada akhimya berinplikasi terhadap kinerja organisasi.
Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang meniliki Integritas, Profesional, Tanggungjawah,
Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditepuh, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (dikiat) bagi pegawai
struktural maupun fungsional.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewdjudkan Performe/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unhggul/ Prima (Indonesia Court
Performance Excellent-ICPE) Pengadilan Negeri Yogyakarta tiada henti melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan pelayanan publik di setiap Lhit Layanannya dem mewujudkan visi sebagal badan peradilan
yang agung. Program-program baru yang inovatif selalu berusaha dihadirkan dem kepuasan para pencari
keadilan. Beberapa program peningkatan pelayanan publik yang akan ditingkatkan pada tahun 2020-2024
antara lain Permeliharaan Alrreditasi Penjaminan Muty, Zona Integritas Menuju WBK-WEBM Sistem Manajemen
Anti Penyuapan (SMAP), Evaluasi Pelayanan Publik, Pengadilan yang aksesible untuk penyandang disabilitas,
dan Pengadilan Barpendidikan

Pada tahun 2016 yang lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilakukan penilaian terhadap
pelaksanaan penjaninan nutu pengadilan di lingkungan badan peradilan umum dleh Tim Akreditasi Penjamin
Mutu Direktorat Jenderal Badan Peracilan Unum (Ottjen Badilum) dengan menperoleh predikat nilai AExellent,
dan telah dilakukan surveillance pada tahun 2018 dengan nilai A Bxcellent. Adapun kriteria penilaian yang
digunakan meliputi tujuh area yaitu Keperminpinan (leadership), Perencanaan Strategis (strategic planning),
Fokus Pelanggan (customer focus), Sstem Dokumentasi (document system), Manajemen Surrber Daya
(resource managerment), Manajemen Proses (process management), dan Hasil Kinerja (performance resuts).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah melaksanakan
standar mutu pelayanan intemasional sesuai dengan standar mutu 1S0 9001:2008 yang sudah diperbaharui
menjadi 1S09001:2015.

Perrbangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya perrbinaan, penyermpumaan,
dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, konprehensif, dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good
governance Sejalan dengan itu Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk menerapkan
kebijakan reformmesi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara
substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelenbagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem
kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan
aparatur.

Osanping ity Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA juga telah menerapkan sebush Sstem
Manajermen Anti Penyuapan dalam rangka pelayanan terhadap pengguna pengadilan. Sstem manajenren anti
penyuapan merupakan persyaratan standar yang digunakan untuk merefleksikan tata kelola internasional
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yang baik dan terhindar dari risiko penyuapan dengan mengacu pada peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Yogyakarat berupaya untuk dapat menjadi Pengadilan yang aksesible untuk
penyandang disabilitas. Berbagai sarana-prasarana, SOP, Standart Pelayanan dan kerjasama telah diwgjudkan
untuk penyandang disabilitas.

Rencana kedepan, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mewujudkan Pengadilan Barpendidikan Untuk
konsep, naskah akadenis dan persyaratan-persyaratan baru akan disusun

4. Peningkatan Inplementasi Keterbukaan Informasi

Informesi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama sesuai dengan amanah undang-
undang keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008, Posisi Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak sekedar
sebagai lenbaga birokrasi yang menjalankan fungsi yudikatif, administrator, dan fasilitator perbangunan
bidang hulum Lebih dari itu merupakan institusi peradilan tingkat pertama yang notebene menjadi bagian dari
garda terdepan dari system peradilan di Indonesia. Sosok pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta juga
dicitrakan sebagai pribadi yang arif dan bijaksana, ahli di bidang hukum berwawasan luas, dan berintegritas
tinggi. Bkspektasi dan idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur Pengadilan
Negeri Yogyakarta, di satu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan ketika terjadi perilaku
negatif dknumdi lembagaini.

Penguatan citra lemmbaga melalu infomesi dan komunikasi publik yang balk menjadi salah satu
solusinya Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif dari media yang cenderung menmbidik
berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseinbangan informesi dari intemal Pengadilan Negeri
Yogyakarta dengan mengedapankan aspek akuntabilitas, transparans, kecepatan dan akurasi. Lhtuk usaha
tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimel berbagai saluran informasi dan
komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jurpa pers media radio iklan layanan
masyarakat, siaran berita, dan intermet melalu website

Dalam konteks inilah maka membangun jalinan kerjasanma dengan media massa baik cetak maupun
elektronik menjadi penting, dan meningkatkan kualitas media internal seperti wehsite, social media menjadi
keharusan dalamrangka menrberikan akses informasi yang positif bagi masyarakat.

9. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penrbinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus ditingkatkan untuk semmekin
menjamin tercapainya target kinerja program Pengadilan Negeri Yogyakarta. Institusi pengawasan yang
mencakup Hakim Pengawas Bdang dan Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak berhenti pada
temuan kesalahan, tetapi lebih dari itu harus disertakan treatment yang diperlukan agar tidak terjadi
kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi permbinaan
harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawesan dilakukan melalu audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
Audit jenis yang kedua dilaksanakan dalam rangka pendalaman/lanjutan atas audit gperasional/komprehensif,
tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan lermbaga pengawasan lainnya serta tindak lanjut hasil tenuan
yang harus segera dipenuhi oleh satker. Penetapan sanksi akan dilakukan secara tegas bagi yang terbukti
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mengabaikan temuan hasil pemeriksaan

Sementara ity, peningkatan perrbinaan dilakukan melalu pendanpingan terhadap pegawal yang
bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang dihadapi, dan usaha-usaha yang diperlukan dalam
rangka perbaikan ke depan Fakta yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi
oleh motif tertentu melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UJ-SPIP) mengharuskan setiap
pimpinan lenbaga menerapkan sistem kendali kerja secara mendiri pada instansi yang dipinpinnya
Penerapan SAIP ini di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A akan semekin diperkuat untuk
memestikan setiap pengelolaan programykegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
Tidak berhenti sanpai di sity, penerapan SPIP akan dikermbangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian

prases yang berakhir pada tercapainya output, melainkan sanpai tahap pengendalian outconme.

34 KERANGKAREBUAS

Dengan lahimya Lhdang-Lhdang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Permbangunan
Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulas menjadi bagian dari salah satu dokurren
perencanaan perrbangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari
vig, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat  strategi
perbangunan Nasional, kebijakan umum program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonom makro yang mencakup ganbaran perekononian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan’

Dalam melaksanakan program priaritas pemrerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang
diamenatkan kepada setiap kementrian/lenbaga meka kementerian/lembaga dimeksud harus menetapkan
kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelermbagaan Kerangka regulasi
merupakan perencanaan perrbentukan regulasi dalam rangka menfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku
masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur
dalampasal 1 angka 14 Permen PPNKepala Bappenas No1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN2020-
2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN

Sedangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A sebagai garda depan Mehkameh Agung R sebagai
fungs penegakan hukum melalu sistem peradilan perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan

Oleh karena itu perlunya melakukan kebijakan untuk memasukkan kerangka regulasi dalam rencana
strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |Atahun 2020-2024, antara lain:

a Mengarahkan proses perencanaan perrbentukan regulasi sesuai kebutuhan permbangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalamrangka mendukung pencapaian prioritas perbangunan,
¢. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan perrbentukan regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A sudah barang tentu
akan selalu seiring dan selaras dengan kebijakan lemmbaga Mahkameh Agung Republik Indonesia yang dituangkan
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dalamarah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A

35 KERANGKAKHBVBAGAAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A yang merupakan kawal depan Mahkameh Agung R, menpunyai tugas
pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Lhdang-
undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Uhdang-Uhdang No. 50 Tahun 2009 Pasal 105 ayat (2)
menyebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih
lanjut oleh Mahkameh AgungR”

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I1A dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan
bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif memiliki
struktur organisasi per Januani 2016 berdasarkan Peraturan Mahkameh Agung R Nommor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungs dibidang teknis dan administras yustisial dipinpin oeh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas
dan fungsi dibidang dukungan non teknis dan administratif dipinpin oleh seorang Sekretaris

Strudtur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A dapat digambarkan sebagai berikut :

| KETUA |
| WAKIL KETUA |
I
|
Hakim & —————==
Y
‘ P anitera ‘ | Sekretaris ‘
v v v v v y v
Panitera Panitera Panitera Panitera Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Muda Muda Muda Muda 01*13*5“'?-1““ Umum dan Perencanaan, T1
Perdata Pidana Hukum Khusus T?L?fﬁ“": Keuangan dan Pelaporan
A 4 A
JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. Panitera Pengganti 1. Fungsional Arsiparis
2. Jurusita/Jurusita Pengganti 1. Fungsional Pustakawan
3. Pranata Peradilan 3. Fungsional Pranata Komputer
4. Fungsional Bendahara
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Lhtuk mewujudkan visi, nrisi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A memiliki 3

programyang akan dilaksanakan, yaitu:
Program Dulkungan Manajermen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mehikameh Agung.

1

Programini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran program

indikator programsebagai berikut :

BABIV
TARGET KINERIA DANKERANGKA PENDANAAN

TARGET
Sasaran Program Indikator
2020 2021 202 2023 2024

Peningkatan

kualitas layanan
Meningkatnya dukungan
Transparans manajemen 12 12 12 12 12
Pengeldaan SM | untuk layanan | Layanan | Layanan | Layanan | Layanan
Keuangandan Aset | mewujudkan

layanan  prima

peracilan

2 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkameh Agung

Programini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran program

indikator programsebagai berikut :

TARGET
Sasaran Program Indikator
2020 2021 2022 2023 2024
Terpenuhinya
kebutuhan
Meningkatnya
saranadan
Transparans
prasaranadalam | 1layanan | 1layanan | 1layanan | 1layanan | 1layanan
Pengelolaan M
Keuangan dan Aset
pelayanan
peradilan

3. ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Uum

Program ini dilaksanakan dleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran program

indikator programsebagai berikut :
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Sasaran TARGET
Indikator
Program 2020 2021 2022 2023 2024
1. Terselenggaranya
penyelesaian administrasi
perkara yang sederhang,
tepat wakty, transparan
dan akuntabel
Terwujudnya
2 Terselenggaranya
proses peradilan
) pelaksanaan pelayanan 132 132 132 132 132
yang pasti, _
peradilan umum Perkara | Perkara | Perkara | Perkara | Perkara
transparan dan STersdd
ra
akuntabel SnagEremya
perrbinaan tenaga teknis
peradilan umum
4 Terselenggaranya Tata
Laksana Perkara Kasas,
PKdan Gasi

Lhtuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlanir.
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BABVPENJILP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas A tahun 2020-2024 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat
intemal maupun yang bersifat ekstemal. Renstra ini merupakan upaya untuk mengganbarkan peta permasalahan,
titik-titik lemeh, peluang tantangan, programyang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu
lima tahun,serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan

Dokuren Renstra ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkameh Agung tahun 2020-2024,
Rencana Permbangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Bue Print Mahkameh Agung khususnya yang terkait
dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pinpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan
hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Program
Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A agar lebih terencana dan terpadu Selain itu penyusunan rencana strategis
ini diharapkan sudah mengantisipasi dinanmika huikum palitik dan sosial yang berkenrbang di Yogyakarta

Selanjutnya, dengan demikian Renstraini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan Melalui Renstraini
diharapkan dapat menmbantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelda

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A
memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan
dapat terwujud dengan baik Omena Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas A telah menetapkan Msi Terwujudnya
Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung dan menetapkan Msi yaitu Menjaga kemendirian Pengadilan Negeri
Yogyakarta, Memberikan pelayanan Hkum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas
kepeinpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri
Yogyakarta

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas |A telah menetapkan enpat
tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan mesyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang padti,
transparan dan akuntabel, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalu pemanfaatan teknologi
informes, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya
pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel, Peningkatan Heldifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkarg, meningkatkan akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan meka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan,
tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.
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LAMPIRAN - LAMPIRAN



MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGER! YOGYAKARTA TAHUIN 2020 - 2024

Ms  :"Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung”
Ms : 1. Menjaga kemedirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
2 Mamberikan pelayanan Hikumyang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepeminpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparans di Pengadilan Negeri Yogyakarta
TUWUAN SASARAN TARGET SIRATHAS
ND INDIKATOR T INDJKATOR
LRAIAN LRAAN 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 PROGRAM KEGATAN  INDKATORKEGIATAN ~ TARGET ANSGARAN
KINERJA KNRJA
1. |Terwujudnya Persentase parapihak | 90%  |Terwdjudnya | a Persentasesisa 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |Program Peningkatan Perkara 62 Perkara | 238944000
kepercayaan yang percaya terhadap proses perkarayang Peningkatan Manajermen Peradilan Urum
mesyarakat sistemperadilan peradilan diselesaikan Manajermen Peradilan Urum | Yang Oiselesaikan
terhadap sistem yang pasti, Peradilan Urum Oitingkat
peradilan trangparan Pertama Dan
melalu proses dan Banding Yang
b. Persentase perkara N% | N% | N% | A% | N%
pradilanyang akuntabel Tepat Waktu
. yang diselesakan
pasti, transparan
tepat wakiu
dan akuntabel
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¢ Persentasepenurunan | 36% | 36% | 36% | 36% | 36%
sisaperkara

d Persentase perkara 76% | 6% | 6% | 6% | 6%
yang tidak mengajukan
upaya hukum
- Banding
- Kasas
- K

e. Presentase perkara 2% | 25% | 256 | 25% | 2%
pidana anak yang
diselesaikan dengan

Diversi

f. Presentase putusan 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
perkara pidana anak
dengan restarative
Justice
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¢ Presentase perkara
perdata gugatan
sederhana dibanding
dengan perkara
perdata nmumi

76%

76%

76%

16%

76%

g Index Persepsi Korupsi
responden pencari
keadilan terhadap
layanan peradilan

5%

75%

75%

75%

75%

h. Index responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
peradilan

5%

75%

75%

75%

15%

2 |Terwdjudnya Persentase perkara 80% |Peningkatan |a Persentaselsi Putusan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |Program Peningkatan Perkara 622 Perkara | 238944.000
Penyederhanaan | yang diselesaikan Heldtifitas Yang diterima oleh Peningkatan Manajemen Peradilan Urum
proses tepat waktu Pengelolaan para pihak tepat waktu Manajemen Peradilan Urum | Yang Diselesaikan
penanganan Penyelesaian Peradilan Urum DOitingkat
perkara melalu Perkara Pertama Dan
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permanfaatan b. Persentase Perkara 3% 3% 3% 3% 3% Banding Yang
Teknologi yang Diselesaikan Tepat Wakiu
Informesi melalu Mediasi

¢ Persentase berkas 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
perkara yang diajukan
Banding, Kasasi, PK
secara lengkap dan
tepat waktu

d Persentase putusan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam

waktu 1 hari setelah
diputus
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d Persentase putusan 0% | 0% | 70% | 70% | T0%
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam

waktu 1 hari setelah
diputus

80% | 80% | 80% | 80% | 80%

yang didaftarkan

secara online (e-

f. Persentaseperkara | 70% 0% | 70% | 0% | 70%

yang disidangkan
secara online (e-

litigasi)
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o Persertase 0% 70% | 70% | 70% | 70%
pengiriman salinan
putusan secara
eleltronik
3 | Terwdjudnya a Persentaseperkara | 100% | Meningkatnya |a Persentase perkara 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |Program Peningkatan Perkara 3Perkara 2760.000
peningkatan akses|  yang diselesaikan Akses prodeo yang Peningkatan Mangjeren peradilan umum
peradilan bagi melalui Peradilan bagi diselesaikan Mangjemen Peradilan Urum | yang diselesaikan
mesyarakat miskin|  penbebabasan mesyarakat Peradilan Urum melalui
dan golongan biaya/prodeo miskin dan perrbebasan
terpinggirkan terpinggirkan biaya perkara
b. Persentase perkara | 100% b. Persentase pencari 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |Program Peningkatan Pos bantuan 480 Jam 48000.000
yang terlayani keadilan galongan Peningkatan Manajemen hukum Layanan
melalu posyankum tertentuyang Manajemen Peradilan Urum
mendapat layanan Peradilan Urum
bantuan hukum
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CPersentase perkara
yang disidangkan
diluar pengadilan
/sidang keliling

100%

¢ Persentase perkara
yang disidangkan
diluar pengadilan
/sidang keliling

100%

100%

100%

100%

100%

Program
Peningkatan
Manajermen
Peradilan Urum

Peningkatan
Manajermen
Peradilan Uhum

Sidang Keliling

.d Persentase perkara
dengan pihak

Berhadapan dengan

100%

100%

100%

100%

100%

.e Persentase perkara
dengan pihak
Disabilitas
Berhadapan dengan
Hium

100%

100%

100%

100%

100%
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4 | Terwdjudnya Persentase kepuasan Meningkatny | Persentase Putusan 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
pelayanan prima | para pencari keadilan akepatuhan | Perkara Perdatayang
bagi masyarakat | terhadap layanan terhadap ditindak lanjuti
pencari keadilan | peradilan putusan

pengadilan
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024

PENGADILANNEGER! YOGYAKARTA
Target Indikasi Pendanaan
i . Prioritas(NB| Tematik (KPS AP,
. Incikator Kinerja - - . .
Kode Programy Kegiatan Sasaran Kegictan (K Prakiraan Maju Prakiraan Maju K ARG, KSST, MP3,
Rencana L-0) | MP3K MXGs MP)
200 2020
2021 202 2023 2024 2021 202 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
005.01.01 | ProgramDukungan 01 Tercapainya
Manajemen Dan Dukungan
Pelaksanaan Tugas Manajermen untuk
TeknisLainnya Layanan Pima
Mahkaneh Agung Peradilan
1066 | Perrbinaan Administras | 01 Pengeldaandan 168517250000 17896515000 180902950000 19875760000, 20652681000
dan Pengeldaan pelaporan
Keuangan Badan Uusan keuangan yang
Adminigtras transparandan
akuntabel
01 Indeks kepuasan pengguna
layanan kesekretariatan 6T% 6% 0% 4% 5% 77795000 77795000 77795000 77795000 77795000
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02 Reslisas pevbayaranGajidan | 92% 93% 95% 9% 9% | 152020000000 16125860000 16250000000 17832513000 18290943000
Tunjangan
01 Realisas penyediaan layanan N% 92% 92% 93% 9B% | 15720000000 16928600000 1762500000 1958452000 2290943000
operasional dan perreliharaan
kantor
005.01.02 | ProgramPeningkatan 01 Tersedianya
sarana dan prasarana saranadan
aparatur Mahkameh prasarana
Agug aparatur pada
Mehkameh agung
dan Badan-badan
Peradilan di
bawehnya
1071 | PengadaanSaranadan | 01 Pengelolaandan 450000000 467000000 4720000000 5100000000 623000000
Prasarana di Lingkungan pelaporan
Mahkameh Agung keuangan yang
transparan dan
akuntabel
01 Jumlah Pengadaan kendaraan 2Lhit | 2Lhit | 2Whit | 2Whit | 2Lhit 420000000 490000000 42000000 420000000 42000000
bermotor
02 Jurlah Pengadaan perangkat 17Whit | 19Unhit | 15Uhit | 26Uhit | 28Uhit 107000000, 111.000.000 970000000 130000000 166000000
pengolah data dan komunikasi
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diselesaikan melalui
Perrbebasan Baya Perkara

03 Jumiah Pengadaan peralatan 23Lhit | 27Uhit | 17Whit | 31Lhit | 37 Lhit 162000000 156000000 166000000 19230000000 216000000
fasilitas perkantoran
04 Luas Perrbangunan/ renovasi 210nR2 | 23202 | 20222 | 12202 | 19802 | 732000000 751000000, 1670000000 1550000000 192000000
gedung dan bangunan
005.03.07 | ProgramPeningkatan 01 Terselesaikannya
Manajenren Peradilan penyelesaian
Unum perkarayang
sederhana, tepat
wakiy, transparan
dan akuntabel di
lingkungan
peradilan umum
1066 | Peningkatan Manajeen | 01 Terselenggaranya 2420000000 2670000000 224000000 3037330000 289704000
Peradilan Urum Tertib administrasi
Perkaradi
01 Pelaksanaan Pos Bantuan 480jam | 480jam| 480jam | 480jam | 480jam| 480000000 480000000 48000000 4800000 48000000
Hikun layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
02 Penyelesaian Perkara Pidana 633 633 633 633 633 1963500000 214350000| 2420500000 2517830000 238944000
ditingkat Pertama dan Banding | perkara | perkara | perkara | perkara | perkara
yang tepat waktu
03 Perkara Peradilan rumyang |9 perkara| 7perkara | 5 perkara| 5 perkara| 3 perkara 5650000 4650000 2950000 3950000 2760000







